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ABSTRAK

Fuji Lestari A.R. 2024. Perbandingan Penerapan Smart City Kota Medan
Dengan Kota Makassar (dibimbing oleh: Nur Khaerah dan Nursaleh Hartaman).

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Smart City yang ada di Kota
Medan dengan Kota Makassar. Kota yang memiliki visi dan misi membangun
kota pintar atau smart city akan mengembangkan pemerintahan berbasis
teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan penerapan smart
city Kota Medan dengan Kota Makassar, dalam penerapan menunjukkan
partisipatif atau perencanaan yang melibatkan Masyarakat untuk dipengetahuan
terkait penerapan smart city demi menciptakan kota yang maju yang akan
perkekembangan teknologi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
deskripitif, teknik analisis data menggunakan Nvivo. Tipe penelitian ini termasuk
dalam jenis deskriptif komparatif yaitu membandingkan antar obyek penelitian ini
dalam penelitian ini Kota Medan dengan Kota Makassar, fakta-fakta yang
diperoleh dari hasil penelitian dibandingkan atau dikomparasikan sehingga
diketahui stau pola perbedaan kedua obyek tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan nama saja dalam penggunaan
sistem untuk melayani masyarakat. Aspek yang dikembangkan untuk smart city
yaitu smart governance dan smart living yang paling banyak dikembangkan Kota
Medan dan Kota Makassar. Smart City yang belum banyak dikembangkan yaitu
masalah smart environment dimana masih belum banyak sistem yang dibangun
untuk mewujudkan smart city.

Kata Kunci : Smart City; Kota Medan ; Kota Makassar.
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ABSTRAK

Fuji Lestari A.R. 2024. Comparison of Smart City Implementation in Medan
City with Makassar City (guided by: Nur Khaerah and Nursaleh Hartaman).

This study examines the Implementation of Smart City in Medan City with
Makassar City. Cities that have a vision and mission to build a smart city will
develop a technology-based government. The purpose of this study is to compare
the implementation of smart city in Medan City with Makassar City, in the
implementation showing participatory or planning that involves the community to
gain knowledge related to the implementation of smart city in order to create an
advanced city that will develop technology.

The research method used is qualitative with a descriptive approach, data
analysis techniques using Nvivo. This type of research is included in the
comparative descriptive type, namely comparing the objects of this study in this
study Medan City with Makassar City, the facts obtained from the research results
are compared or compared so that one pattern of differences between the two
objects is known.

The results of the study show differences in name only in the use of the
system to serve the community. The aspects developed for smart city are smart
governance and smart living which are most widely developed in Medan City and
Makassar City. Smart City that has not been developed much is the problem of
smart environment where there are still not many systems built to realize a smart
city.

Keywords: Smart City; Medan City; Makassar City.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan yang sangat
signifikan. Manusia menciptakan teknologi dengan motivasi dan dorongan agar hidup
menjadi lebih baik. Perkembangan dunia sedang dihadapkan dengan berbagai
perubahan. Keberadaannya yang terus mengalami perkembangan cenderung linear
dengan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan yang akan muncul di
perkotaan (Alshamaila et al., 2023). Saat ini1 dengan era digitalisasi pelayanan birokrasi
maupun administrasi semakin efektif dan efisien. Pendaftaran dapat melalui internet,
cukup mengisi form yang dibuat dalam sebuah sistem informasi online atau semacam
website (laman). Pengisian data dapat melalui berbagai perangkat informasi seperti
komputer, handphone, smartphone, tablet dan produk teknologi mutakhir lainnya.

Inovasi, kreativitas dan perencanaan pembangunan diperlukan untuk
mengakomodasi kebutuhan masyarakat karena kompleksitas kota. Kota dapat
didefinisikan sebagai ekosistem yang dihuni oleh beragam kepentingan yang dapat
didorong untuk saling berkolaborasi dalam mencapai lingkungan yang berkelanjutan
dan standar kualitas hidup yang layak. Kualitas hidup yang memadai diartikan sebagai
situasi positif yang menghasilkan kemakmuran. Situasi positif ini muncul melalui
sikap, perilaku dan empati yang dapat meningkatkan sosialisasi di antara orang-orang,
mengurangi kekerasan, memperluas jaringan dan memperkuat persahabatan, dukungan,
yang membuat orang lebih bahagia dan lebih sehat.

Berdasarkan hasil kajian pengembangan smart city yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015
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ditemukan beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
perkotaan (Rahmawati & Nugroho, 2023). Hal ini sejalan dengan informasi yang
diperoleh dari national dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi sekitar
68% populasi penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050 (Lee et al.,
2023). Momentum tersebut akan menyebabkan ledakan penduduk yang terkonsentrasi
di wilayah kota, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas hidup Masyarakat.
Semakin tinggi angka populasi kota akan semakin memperburuk permasalahan sosio-
ekonomi (Okafor et al., 2023).

Badan Pusat Statistik memperkirakan sebanyak 56,7% penduduk Indonesia
tinggal di daerah perkotaan tahun 2020 (Khristianto et al., 2024). Tren ini diprediksi
akan terus naik, dimana World Bank memproyeksi pada tahun 2045, 75% penduduk
Indonesia atau sekitar 220 juta jiwa akan tinggal di perkotaan World Bank Prediksi
75% Penduduk Indonesia tinggal di kota pada 2045 (Firman, 2023). Menteri Keuangan
Indonesia, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa ketika Indonesia merayakan 100 tahun
kemerdekaan pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan menjadi negara urban sekaligus
negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia (Hutajulu, 2023). Menyikapi masalah tersebut,
saat ini kota-kota mulai bergerak mengupayakan integrasi perkembangan teknologi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Saputra et al., 2023).

Pemerintah dalam mencari solusi atas permasalahan di perkotaan pada masa
yang akan datang maka membutuhkan sebuah strategi pengembangan kota menuju ke
arah kota cerdas (smart city) yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putri, 2023). Kota cerdas (smart city)
memanfaatkan pengunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat (Prasetyo, 2023). Pemerintah membina ekonomi, memfasilitasi proses

untuk menyelesaikan masalah transportasi dan lalu lintas (Irsyada, 2023). Pemerintah
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melakukan pengelolaan yang tepat, mendorong lingkungan yang bersih dan
berkelanjutan, serta menyediakan interaksi yang dapat diakses otoritas terkait
pemerintah (Nurauliana et al., 2023).

Smart City adalah kota yang memanfaatkan kemampuan manusia, modal sosial,
dan infrastruktur telekomunikasi canggih untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan meningkatkan standar kehidupan (Kubro, 2023). Ini dicapai melalui
pengelolaan sumber daya yang efektif dan pemerintahan yang mendorong partisipasi
aktif dari warga. Smart City merupakan Kkonsep perencanaan kota yang
mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk memudahkan kehidupan sehari-hari dan
menciptakan lingkungan yang lebih sehat, efisien, dan efektif.

Tujuan membangun sebuah kota yang cerdas adalah untuk  meningkatkan
kualitas hidup dengan menggunakan informasi perkotaan dan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga (Zulkarnain & Aji,
2024). Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pejabat kota untuk
berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota dan memantau apa
yang terjadi di kota bagaimana kota ini berkembang dan cara mengaktifkan kualitas
hidup yang lebih baik (Kurniastuti et al., 2023).

Smart governance yang merupakan elemen dari smart city, merujuk pada
pengelolaan kota yang inovatif, dengan peran penting pemerintah daerah dalam
mengatur berbagai aspek kehidupan kota (Haryani et al., 2024). Dalam konteks smart
city, smart governance adalah manifestasi dari pengelolaan pemerintahan yang cerdas
untuk mengubah metode birokrasi tradisional menjadi proses bisnis yang lebih cepat,
efektif, efisien, komunikatif, dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan
perbaikan. Inisiatif smart city dirancang sebagai kerangka kerja perkotaan yang cerdas

yang ditujukan untuk mendukung komunitas dalam mengelola sumber daya manusia
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dengan lebih efisien serta menyediakan informasi yang lebih akurat kepada individu
dan lembaga untuk kegiatan mereka dan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak
terduga (Prayitno & Trianto, 2024).

Penerapan konsep smart city yang diinisiasi oleh Menkominfo RI, bertujuan
untuk mencapai kota yang lebih efisien dan sehat melalui  teknologi informasi dan
komunikasi (TIK). Program ini terbagi menjadi enam dimensi, namun fokus khusus
pada penelitian ini adalah smart governance yang memiliki program unggulan (Cook
& Karvonen, 2024). Dimensi ini menekankan pada peningkatan efisiensi layanan
publik, kepemimpinan komunitas, mobilitas kerja, dan inovasi berkelanjutan. E-
Governance berperan penting sebagai pondasi dari smart city memudahkan
pemerintah dalam menjalankan fungsi dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
untuk masyarakat. Aspek seperti sumber daya manusia, regulasi, dana, serta sarana
dan prasarana menjadi kunci dalam penerapan e-governmen (Kesar & Ache (Peter),
2024).

Melakukan penerapan smart city di suatu daerah dapat menjadi salah satu
solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di wilayah perkotaan (Yang et al.,
2024). Penerapan smart city juga bukan hanya berfokus pada upaya peningkatan
teknologi dan informasi saja, melain peningkatkan dari berbagai aspek. Oleh karena
itu, dengan adanya smart city, pengembangan dan pembangunan di suatu daerah dapat
lebih efisien dan efektif, baik untuk masyarakat, pemerintah, bahkan lingkungan yang
ada (Stamopoulos et al., 2024). Butuh adanya komitmen baik dari pemerintah kota
sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat untuk saling
bekerja sama mewujudkan smart city di kotanya (Chen et al., 2024).

Model smart city berfungsi sebagai alat perencanaan strategis untuk area

perkotaan, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk keuntungan penggunaannya, yang
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pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan  standar hidup. Smart City
merupakan konsep smart city dalam menunjang kenyamanan bagi masyarakat dengan
mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif serta dengan
menyediakan kebutuhan informasi yang tepat bagi masyarakat. Konsep smart city
memposisikan kota sebagai ekosistem dari banyak subsistem yang terhubung dalam
mendukung kota agar tetap berkelanjutan (Sustainable cities).

Ada enam komponen utama yaitu Pertama energi terbarukan dan efisiensi energi
(smart energy). Kedua, pengelolaan air bersih dan air limbah (smart water). Ketiga,
transportasi dan logistik hijau (smart transportation). Keempat, produk dan jasa yang
ramah lingkungan (green products and services). Kelima, bangunan hijau dan interior
(green building). Keenam teknologi informasi dan komunikasi hijau atau information
communication and technology/ICT (hijau ICT) (Pangestu, 2024).

Beberapa kota di Indonesia telah menerapkan smart city, antara lain Jakarta,
Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Yogjakarta, Medan, Malang, dan Denpasar,
diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia (Sulistyaningsih et al., 2023). Kota harus
menyediakan kebutuhan seperti makanan sehat, air bersih, energi yang cukup, dan
kepastian tentang stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan smart city,
pemerintah kota diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan secara cepat
dan tepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga dapat menggunakan
informasi ini untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kehidupan
yang lebih baik.

Medan yang menjadi salah satu kota dengan prinsip pengembangan smart city
berhadap dapat mengatasi permasalahan yang dimiliki pemerintahan Kota Medan.
Smart city merupakan alternatif pemecahan masalah untuk mengakomodir kebutuhan

pelayanan yang cepat seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk Kota Medan
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yang saat ini mencapai 2,5 juta jiwa’km? pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan 9-
10% pertahun (Daffa et al., 2024). Bonus demografinya juga memberikan tantangan
tersendiri bagi pemerintah Kota Medan, kebutuhan akan pelayanan harus didukung
dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan publik dalam
rangka menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, tertib, sehat dan efisien dalam
setiap aspek kehidupan Kota Medan (Simatupang, 2023). Saat ini Kota Medan
memiliki beragam layanan yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat di
Kota Medan. Pada dimensi smart governance terdapat aplikasi perizinan, e-devplan,
command center, JDIH Pemko Medan, Simpeg, LPSE, Sibisa, Rekomendasi Media
Online, PPID, SiRup Kota Medan, Sinobu Metrologi.

Meskipun pemerintah Kota Medan sudah mulai memprioritaskan program
pelayanan berbasis teknologi informasi di Kota Medan dalam agenda dan rencana
strategis yang digagas para pemangku kepentingan, pemerintah Kota Medan masih
harus berusaha keras untuk masuk dalam lima besar kota kategori Indonesia Digital
Transformation and Smart Cities Rating 2021 (Mandala et al., 2023).

Kota Makassar telah menerapkan konsep smart city sejak tahun 2015.
Pegembangan smart city Kota Makassar dengan dikombinasikan dengan nilai-nilai
kearifan lokal yang membuatnya unik. Pemerintah Kota Makassar terus bergerak
membangun jaringan internasional, menciptakan keterhubungan global demi perubahan
Makassar menjadi kota yang lebih cerdas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni
menggelar sekaligus menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi Internasional Kota
Cerdas (smart city) yang dilaksanakan pada 27-28 Februari 2020 (Affandi et al., 2023).

Konsep smart city Kota Makassar mengkombinasikan dimensi smart city dengan
nilai komunitas lokal. Mengambil wawasan dari perspektif pengaruh kearifan lokal

dalam kontesk penerapan dimensi smart city. Pemerintah berupaya menggali
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bagaimana kearifan lokal dapat berkolaborasi dalam pengembangan smart city untuk
mencapai keberhasilan program dan aplikasi yang dibangun (Affandi et al., 2023).

Penelitian memilih Kota Makassar dan Kota Medan karena perbedaan waktu
pengambangan dan prestasi yang sudah dicapai. Kota Makassar sudah memulai
pengembangan menjadi smart city sejak 2015, sedangkan Kota Medan baru saja
memulai pengembangan smart city pada tahun 2018. Jarak selisih pengembangan tiga
tahun menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan kota menjadi smart city
tersebut. Berdasarkan alasan tersebut penelitian bertujuan menganalisis perbedaan yang
dicapai kedua kota untuk diteliti.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan smart city sudah ada beberapa
dilakukan antara lain yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) yang menemukan bahwa
Program smart society di Kota Tangerang telah diterapkan dengan baik, namun
prioritasnya lebih banyak pada elemen learning, berupa kegiatan pendidikan formal,
non formal, yang bersifat inklusif. Program ini mampu meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia Kota Tangerang secara bertahap sejak tahun 2020 I[PM sebesar
78,25, pada tahun 2021 IPM sebesar 78,50, dan pada tahun 2022 IPM menjadi 78,90.

Penelitian yang dilakukan Zulkarnain & Aji (2024) yang menemukan bahwa 1
membuat sistem informasi lalu lintas pada kota Nganjuk berbasis CCTV sehingga pola
pengaturan atau rekayasa lalu lintas bisa dilakukan dengan cepat dan efisien.
Permasalahan yang ada pada bagian CCTV kota Nganjuk dapat di atasi dengan
dibuatnya suatu aplikasi yang akan mendeteksi pergerakan dan jumlah objek yang
melintas. Dengan menggunakan metode Frame Difference dan Frame Substraction
berhasil membuat aplikasi deteksi yang nantinya akan di terapkan ke berbagai wilayah

CCTV yang ada di kota Nganjuk. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu



permasalahan yang ada di Kota Nganjuk dan dapat menjadikan kota Nganjuk menjadi
smart city yang lebih berkembang lagi.

Penelitian yang dilakukan Khristianto et al., (2024) menemukan bahwa
Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Masyarakat Semarang berperan aktif dalam
pengambilan keputusan terkait proyek-proyek smart city. Partisipasi ini mencakup
memberikan masukan, memberikan umpan balik, dan menghadiri pertemuan konsultasi
publik untuk memastikan bahwa proyek smart city sesuai dengan kebutuhan dan
harapan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam smart city Semarang memiliki potensi
besar untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Dengan layanan yang lebih
efisien, lingkungan yang lebih bersih, infrastruktur yang lebih baik, dan pelayanan
publik yang ditingkatkan, masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih baik dan lebih
nyaman.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam penelitian ini menganalisis

perbedaan penerapan smart city Kota Medan dengan Kota Makassar.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
Bagaimana perbandingan penerapan smart ity Kota Medan dengan Smart City Kota
Makassar?
. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Untuk mendeskripsikan perbedaan penerapan Smart City Kota Medan dengan

Smart City Kota Makassar.



D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman peran Smart City
dalam mengatasi permasalahan perkotaan di masa depan sehingga menjadi solusi
dalam kehidupan penduduk perkotaan.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait penerapan smart city yang

sudah dikembangkan sehingga memberikan pengetahuan dan perbaikan ke depan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka penting untuk mendukung dan menjadi syarat kebaharuan
sebuah penulisan. Sebagaimana penulisan penulis menggunakan beberapa referensi
penulisan sebelumnya yang mendekati ruang lingkup dengan tujuan
membandingkan informasi yang ditemukan dan melengkapi penulisan, dalam
rangka untuk melihat sisi kebaruan dari penulisan ini, penulis menggunakan
software di PC/laptop bernama Vosviewer. Vosviewer merupakan software untuk
visualisasi dari penulisan-penulisan terdahulu. Adapun metode dilalui yaitu
memanfaatkan Software Publish or Perish untuk mencari referensi penulisan-
penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan penulis, semua referensi
tersebut disimpan berbentuk ris manager. Lanjut, data ris tersebut dimasukkan
dalam Vosviewer, secara singkat kemudian seleksi kata-kata yang penting dan
buang kata tidak penting untuk penulisan. Penulisan penulis ini menggunakan

Network Vizualisation, sebagai berikut :

Sumber: Vosviewer 2024
Gambar 2.1 Overlay Visualization vosviewer
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Berdasarkan hasil Vosviewer yang ditampilkan pada gambar 2.1 dari hasil
riset dan pengolahan dengan kata kunci penerapan, smart city, medan city dan
makassar city yang dikelompokkan dalam 5 klaster meliputi 17 item pada Software
Vosviewer.

Klaster 1 warna biru mencakup 5 item yang terdiri dari covid, pandemi,
edukasi, program, pemerintah. Klaster 2 warna hijau mencakup 2 item yang terdiri
Makassar dan kota. Klaster 3 warna ungu mencakup 2 item yang terdiri
implementasi, media. Klaster 4 warna biru tua mencakup 3 item yang terdiri efek,
populasi, dan Indonesia. Klaster 5 warna hijau mencakup 4 item yang terdiri
Provinsi, Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan dan Kota Medan. Klaster 6
warna ungu mencakup 1 item yang terdiri kemampuan.

Pada gambar ditemukan bahwa sudah ada yang mengkaji mengenai
penerapan smart city Kota Medan seperti pada item pemerintah Kota Medan, Kota
Medan yang di tandai dengan warna hijau yang dimana garis penghubungnya
sangat pendek artinya hubungan antara item tersebut sangat dekat dan sudah
banyak penelitian yang mengkaji mengenai penerapan smart city Kota Medan.

Berikut ada item Makassar dan kota yang ditandai dengan warna kuning,
implementasi yang ditandai dengan warna biru muda artinya sudah ada yang
membahas mengenai topik tersebut namun di sisi lain, dapat dilihat bahwa tidak
ada garis penghubung yang menghubungkan item implementasi pemerintah Kota
Medan dan Kota Makassar artinya belum ada yang membahas mengenai penerapan
smart city Kota Medan dan Kota Makassar. Maka dari itu, peneliti akan mengkaji
lebih dalam lagi untuk menemukan kebaruan riset mengenai penelitian tersebut
yang dimana belum pernah diteliti terlebih lagi mengenai perbandingan penerapan

kedua kota tersebut.
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Penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian terkait smart city yaitu
(Okafor et al., 2023), (Alshamaila et al., 2023), (Firman, 2023), (Lee et al., 2023),
(Cook & Karvonen, 2024), (Haryani et al., 2024), (Stamopoulos et al., 2024),
(Kannan et al., 2024), (Rifaid et al., 2023), (Sulistyaningsih et al., 2023), (Affandi
et al., 2023), (Zulkarnain & Aji, 2024), (Khristianto et al., 2024).

Hasil Visualisasi Vosviewer penulis sebagai bahan referensi untuk menambah
data dan melihat perkembangan penulisan nantinya. Selain itu, dari pembahasan
perbedaan dan persamaan penulisan diatas sudah jelas menggambarkan bahwa
penulisan penulis ini relatif lebih baru dan menarik untuk diteliti.

B. Konsep Teori
1. Perbandingan Pemerintah

Perbandingan adalah membandingkan dua hal/lembaga untuk diketahui
perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu (Sayadi
et al.,, 2023). Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau
penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau
lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang
dikaji (Adinda, 2022).

Menurut Wati et al., (2023) Analisa perbandingan biasanya melalui tiga
tahap yaitu: tahap pertama merupakan kegiatan dikriptif untuk mencari
informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi
tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat
keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. Studi perbandingan bisa
memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan

keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk.
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Pemerintah adalah pelaksanaan pengurusan Negara yang khusus di
instansi, dinas, lembaga pemerintahan (Deannisa et al., 2023). Pemerintah
adalah seluruh kegiatan pengurusan Negara oleh lembaga pemegang kekuasaan
Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara (Nugroho, 2023).

. Penerapan Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau
berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat
(Rahajeng, 2021). Kebijakan adalah adalah suatu kumpulan keputusan yang
diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih
tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu (Nugroho, 2023).

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan
tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan
yang dimaksud (Pangestu, 2024).

Pemerintah kini memberikan perhatian pada proses kebijakan, terkhusus
pada tahap penerapan. Tahap penerapan ini harus diperkuat dan di beri
dukungan mulai dari persiapan kebijakan, pemantauan kinerja, dukungan
kebijakan, dan tinjauan penerapan (Hudson et al., 2019). Menurut Tachjan
(2006) penerapan kebijakan memiliki unsur-unsur yang harus ada antara lain:

a. Unsur Pelaksana (Implementor)

Pihak yang berkewajiban menjadi pelaksana kebijakan publik adalah unit
administratif dan unit birokratik yang dimaksud dengan penerapan organisasi

adalah birokrasi pemerintahan yang memiliki tanggungjawab sebagai
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pelaksana kebijakan publik. Unit tersebut berfungsi untuk sarana dalam hal
kegiatan administratif yang berhubungan dengan proses kebijakan publik.

. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program-program yang intinya mudah untuk dimengerti dan mudah
dilaksanakan oleh implementor adalah program yang bersifat operasional.
Jadi, program tersebut detail dan juga mendeskripsikan sumber daya yang
dibutuhkan sehingga tidak hanya memuat tentang kejelasan tujuan program
dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah. Kemudian, juga terdapat
kejelasan metode, prosedur kerja yang wajib dijalani, dan kejelasan standar
yang menjadi pedoman.

Target Groups atau Kelompok Sasaran.

Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang atau organisasi di
masyarakat yang hendak memperoleh jasa, barang, atau akan diubah
perilakunya oleh suatu kebijakan. Sekelompok sasaran tersebut diinginkan
bisa menerima dan membetulkan diri terhadap pola interaksi yang ada dalam
kebijakan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan
rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Daerah
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi
menjabarkan rangkaian tahapan ataupun Langkah-langkah sistematis
perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran
misi pembangunan melalui program prioritas indikatif yang selanjutnya
diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata
bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu. Arah

kebijakan untuk membedah indikator capaian masing-masing sasaran.
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Sekaligus memandu rentang waktu penggunaan strategi dijalankan dalam
kurun waktu 2021-2026 dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan strategi dan arah kebijakan yang
terencana, terpadu dan terukur.

Rumusan strategi yang disusun akan menunjukkan kemantapan
pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Nilai
tambah pada pencapaian pembangunan Daerah dari segi kuantitas dan
kualitas akan terwujud jika perencanaan dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah yang akan diterapkan bagaimana sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari
pemangku kepentingan. Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu
kepada misi pembangunan kota tahun 2021-2026 dan dengan
memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis
yang terkait dengan pembangunan di Kota Medan. Strategi pembangunan
daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan
periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan
strategi pembangunan jangka menengah Kota Medan antara lain:

a. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode
pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan)

b. Mengkaji gambaran umum kondisi Daerah dan capaian pembangunan
sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan

pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan Daerah
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c. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi
oleh Daerah (khususnya pemerintahan Daerah).

d. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan
pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang
dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

e. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

f. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran
pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan
yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis
teknologi arah Kebijakan:

a. Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan
lembaga pelayanan publik yang bersifat horizontal.

b. Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat
kelurahan.

c. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi
kependudukan secara online dan anjungan dukcapil mandiri serta
pengembangan aplikasi.

d. Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi
kependudukan.

e. Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan.

f. Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi

mobil pelayanan keliling adminstrasi kependudukan.
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Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan

Penyederhanaan Proses Perizinan

a.

Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang
menjadi kewenangan Kota Medan, serta penerapan sistem pelayanan
perizinan dengan pusat (OSS).

Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu
pintu.

Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung
terciptanya pelayanan publik yang prima.

Meningkatkan pelayanan publik melalui kemudahan berinvestasi dan
penyederhanaan proses perizinan.

Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan
standarisasi industri.

Pengembangan kompetensi dan kapabilitas ASN bidang perizinan,
industri.

Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat

berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data.

a.

Identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari
masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data
utama yaitu; data geospasial/keruangan, data keuangan, dan data
statistik yang akan di transformasi menjadi data digital.

Menyiapkan platform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh
berbagai pihak.

Menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan

stakeholder terkait di Kota Medan.
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d. Pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kota Medan.
e. Penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan.
f. Penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik,
dan keuangan)
Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan
standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan.
a. Mendorong peningkatan kapasitas APIP.
b. Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih dan professional.
c. Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM.
d. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Daerah.
e. Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan Pembangunan.
3. Smart City
Smart City atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep
pengembangan, penerapan, teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai
sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya
(Chen et al., 2024). Smart City adalah kota yang memanfaatkan kemampuan
manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi canggih untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan standar
kehidupan (Kubro, 2023). Smart City adalah sebuah impian dari semua kota-
kota besar di seluruh dunia. Konsep smart city sendiri sebenarnya dapat
didefiniskan secara luas, bahkan dapat dikatakan tidak ada definisi yang benar-
benar tepat atau absolut (Yang et al., 2024). Smart City sebagai sebuah kota

yang menggabungkan konsep digital, natural dan sosial sehingga terbentuknya
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peningkatan ekonomi, infrastruktur kota yang baik, lingkungan yang bersahabat
transportasi dan kehidupan yang nyaman (Han et al., 2024).

Smart City (kota cerdas) pada dasarnya merupakan pengembangan lebih
lanjut dari kawasan perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya
dan menuju kepada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Kannan et al.,
2024). Smart City (kota cerdas) pada hakekatnya merupakan pemanfaatan
teknologi agar kota lebih cerdas dan efisien didalam pemanfaatan sumber daya
(menghemat biaya dan energi), meningkatkan pelayanan dan kualitas
kehidupan dan sehingga mereduksi tapak ekologi, mendukung inovasi dan
ekonomi karbon rendah (Wilson & Wyly, 2023).

Tujuan dari pendekatan smart city untuk mencapai informasi dan
pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen
jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial
dan lainnya (Rifaid et al., 2023). Tujuan membangun sebuah kota yang cerdas
adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informasi
perkotaan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi
kebutuhan warga (Zulkarnain & Aji, 2024).

Smart City biasa digunakan untuk merepresentasikan kemampuan sebuah
kota menyediakan layanan terhadap individu atau masyarakat untuk
bereksplorasi dalam dunia maya dengan kecepatan lingkungan dalam
menyediakan informasi yang dibutuhkan tentang kota tersebut.

Pengembangan smart city memiliki landasan hukumnya dalam UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi
Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014. Inovasi yang dimaksud

dalam Pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan
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pemerintahan daerah. Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu
pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Kebijakan inovasi daerah mengacu pada prinsip: (1) peningkatan
efisiensi; (2) perbaikan efektivitas; (3) perbaikan kualitas pelayanan (4) tidak
ada konflik kepentingan; (5) berorientasi kepada kepentingan umum; (6)
dilakukan secara terbuka; (7) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (8) dapat
dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
. Jenis Smart City
Amerika Serikat dan Eropa merupakan Negara dan benua yang menjadi
pelopor smart city di dunia. IBM merupakan perusahaan yang mewadahi
berdirinya smart city. IBM merupakan salah satu perusahaan IT dunia yang
turut berperan didalam mengenalkan dan menerapkan konsep smart city di
seluruh dunia (Alshamaila et al., 2023). IBM mengembangkan sebuah konsep
smart city yang bernama IBM Smarter Planet dengan visi interkoneksi,
instrumensi dan intelegensi. IBM membagi Smart City menjadi enam jenis.
Keenam jenis pembagian smart city tersebut meliputi smart economy, smart
mobility, smart governance, smart people, smart living, dan smart environment
(Lee et al., 2023).
a. Smart economy
Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang Daerah/kota/Negara.

Smart economy adalah tata kelola perekonomian yang diharapkan dapat

meningkatkan ekonomi dan pembangunan di suatu kawasan perkotaan yang

bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan arus urbanisasi

juga di masa depan maupun efek gejolak dari adanya globalisasi (Kurnia et

al., 2020).
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Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan
lebih baik dan terkomputerisasi. Penerapan dan penilaian smart city pada
bagian (dimensi) smart economy meliputi dua hal, yakni proses inovasi
(innovation) dan kemampuan daya saing (competitives). Kedua hal tersebut
berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan
pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama
untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah
pembangunan sumber daya disuatu wilayah diwujudkan melalui
peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar,
peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan
laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Kriteria dalam menilai smart economy.

1) Kompetisi Regional/Global.

2) Akses broadband untuk seluruh masyarakat dalam rangka
meningkatkan peluang B2B.

3) Lokasi yang independen, membantu mengelola populasi dalam suatu
area.

4) Transaksi elektronis proses bisnis dalam semua bidang (e-banking, e-
shopping, e- actuation, dll).

. Smart People

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi
(Economic Capital), modal manusia (Human Capital) maupun modal sosial
(Social Capital). Smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang

harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada bagian ini terdapat
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C.

kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Berikut

kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan
tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan IT seperti
penerapan e-learning, pemanfaatan sistem informasi sekolah/perguruan
tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses
internet untuk sumber informasi/ bahas pembelajaran, dan lain-lain.
Adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan
pemanfaatan teknologi informasi.

Adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Smart governance

Smart governance merupakan bagian atau dimensi pada Smart City

yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerja sama

antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola

dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta

kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Smart governance

terdiri atas tiga bagian sebagai berikut:

)

2)

Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara
langsung maupun online.

Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Penerapan smart city
dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan
dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile
untuk pelayanan publik (pembuatan KTP, SIM dan Ilain-lain),
penyediaan layanan administrasi keuangan/pembayaran yang efektif,

hemat waktu, dan otomatis (pembayaran listrik, air dan lain-lain), dan
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adanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan
data dan informasi terkait dengan layanan publik.
3) Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat
menjadi tahu dan cerdas.
d. Smart Mobility
Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang
mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart
mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga
diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang
lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi,
misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain. Kriteria:
1) Sistem transportasi yang cerdas dan efisien.
2) Memanfaatkan dan megefesienkan jaringan untuk pergerakan
kendaraan, orang dan barang untuk mengurangi kemacetan.
3) Penerapan "Newsocial Attitude" seperti berbagi (sharing) kendaraan,
opsi sepeda - mobil.
e. Smart living
Pada Smart living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses
pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk
mewujudkan smart living, terdapat tiga buah sub bagian yang harus
dipenuhi, diataranya sebagai berikut:
1) Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet

gratis dan sehat (bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui
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sistem filtering/proxy), CCTV yang terpasang ditempat umum dan lalu
lintas untuk menekan jumlah kriminalitas.

2) Penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait dengan potensi
pariswisata Daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi
informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan
lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel
secara online dan mobile.

3) Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua
fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan
komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer
publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang
memadai, tersedianya tenaga IT/SDM yang kompeten.

f.  Smart environment
Smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city
yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar.

Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan

sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment perlu

adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor
network dan wireless sensor network, jaringan komputer, kecerdasan buatan,
database sistem, mobile computing, sistem operasi, paralel computing,
recognition (face recognition, image recognition), image processing,
intellegence transport system, dan beragam teknologi lainnya yang terkait
dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Kriteria

dalam mewujudkan smart environment adalah sebagai berikut:
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1) Lingkungan dikelola secara berkelanjutan (Sustainable).
2) Mengurangi penggunaan energi melalui inovasi teknologi, konservasi

energi dan daur ulang material.

5. Karakteristik Smart City

Ada empat dasar karakteristik dari smart city (Hao, Lei, & Yan, 2012), yaitu :

a.

Interkoneksi antara bagian perkotaan, smart city menggabungkan antara
communication network, internet, sensor dan recognition untuk membantu
komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian
perkotaan akan terwujud.

Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan
cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan
mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur inti
yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.

Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen
perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan
dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat
menjalankan perkotaan terbaik.

Aplikasi ICT (Information and Communication Technology) terbaru, smart
city teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan
penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan
pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang-orang

untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.
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C. Kerangka Pikir
Penelitian akan menganalisis dan membandingkan penerapan smart city
Kota Medan dengan Kota Makassar. Smart City memiliki beberapa 6 jenis yang
dapat dikembangkan dalam menuju smart city. Setiap jenis yang dikembangkan
untuk membangun smart city memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

digambarkan ke dalam bagan berikut:

Penerapan Smart City

Y

Smart Economy, Smart Mobility, Smart
Governance, Smart People, Smart Living, dan
Smart Environment
Lee et al., (2023)

2o S

Kota Medan Kota Makassar

aigngd)

Perbandingan Penerapan Smart
City Kota Medan dengan kota
Makassar

D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah analisis komparasi penerapan smart city yang ada di
Kota Medan dengan smart city Kota Makassar dengan tujuan mengetahaui
penerapan smart city kota mana yang lebih baik dan berhasil sesuai dengan kriteria

yang ditentukan dalam pengembangan kota menjadi smart city di Indonesia.
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E. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memusat pada analisis studi komparasi penerapan smart

city dua kota yang ada di Pulau Sumatera yaitu Kota Medan dan Kota Makassar.

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana memahami tingkat penerapan smart

city yang dikembangkan kedua kota tersebut. Indicator smart city:

1.

Smart Economy: Kompetisi regional/global, Akses broadband untuk seluruh
masyarakat dalam rangka meningkatkan peluang B2B, lokasi yang independen,
membantu mengelola populasi dalam suatu area, Transaksi elektronic proses
bisnis dalam semua bidang (e-banking, e-shopping, e- actuation, dll).

Smart Mobility: Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan
perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan IT, adanya
komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan
teknologi informasi, adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi
informasi.

Smart Governance: Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan
secara langsung maupun online, Peningkatan jumlah dan kualitas layanan
publik. Penarapan smart city, adanya transparansi di dalam pemerintahan.
Smart People: Sistem transportasi yang cerdas dan efisien, Memanfaatkan dan
megefesienkan jaringan untuk pergerakan kendaraan, orang dan barang untuk
mengurangi kemacetan, penerapan "Newsocial Attitude" seperti berbagi (
sharing ) kendaraan, opsi sepeda-mobil.

Smart Living: Fasilitas-fasilitas pendidikan berbasis IT, Penyediaan sarana,
prasarana dan informasi terkait dengan potensi pariswisata Daerah dengan baik
dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi, Infrastruktur teknologi

informasi yang memadai.
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6. Smart Environment: Lingkungan dikelola secara berkelanjutan (sustainable),
mengurangi penggunaan energi melalui inovasi teknologi, konservasi energi
dan daur ulang material.

Penelitian ini akan menggunakan metode komparatif untuk membandingkan
penerapan smart city. Ini melibatkan identifikasi persamaan dan perbedaan dalam
penerapan smart city. Dari deskripsi ini dapat dilihat bahwa penelitian ini dapat
memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan ruang lingkup penelitian,

yaitu perbedaan dan persamaan penerapan smart city.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu Maret-April 2024, setelah
adanya surat izin penelitian dari pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Pemilihan waktu tersebut merupakan rentan waktu yang efektif untuk mencari dan
mengumpulkan data yang sesuai dengan topik riset. Peneliti harus selalu
mempertimbangkan konsistensi sepanjang waktu penelitian, agar data yang dicari

dan dikumpulkan tidak kehilangan konteks.

B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Metode penelitian
yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang mengekspor untuk memahami
permasalahan sosial atau kemanusiaannya. Metode penelitian kualitatif
dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama dinamakan
metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme.
Metode ini disebut juga sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih
bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena
data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang
ditentukan di lapangan (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti
transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-
lain. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam

jenis penelitian kualitatif.
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Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena,
variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan
apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data
yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan
yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan
antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-
lain.

Penelitian memilih jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat berdasarkan
fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini mendeksripsikan fakta menggunakan
kata-kata diperoleh dari hasil wawancara penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha memberikan deskripsi
dan menggambarkan fenomena yang terjadi sehingga dapat melahirkan adanya
suatu pemahaman terhadap fenomena atau objek yang sedang diteliti. Tipe
penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif komparatif yaitu membandingkan
antar obyek penelitian yaitu dalam penelitian ini Kota Medan dengan Kota
Makassar. Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dibandingkan atau
dikomparasikan sehingga diketahui stau pola perbedaan kedua obyek tersebut.

C. Informan
Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau
permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat
dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa keterangan, pernyataan atau data-
data yang dapat membantu menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Teknik

pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
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sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu
tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2019).

Tabel 3.1 Informan

No Nama Keterangan Inisial

1. | Billy Dimas Anggoro Masyarakat Kota Medan BA

Staff Dinas Komunikasi dan

2. | Ayu Ayu
Informatika Kota Makassar

3. | Fathur Rachman, SH | PT. Semen Bosowa Maros FR
Reza Maulana, Tenaga Ahli Bidang Aplikasi

4 RM
S.KOM. M.T Dinas Komunikasi dan informatika

Badan Pelaksana Otorita Danau
5. | Ferdinand Sinaga FS
Toba (Kantor Medan)

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
melalui wawancara dengan informan penelitian. Wawancara dilakukan secara
mendalam atau depth interview bersama para informan dan juga dokumentasi yang
didapatkan langsung oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan
untuk data sekunder yang didapatkan berupa studi pustaka, jurnal, artikel, laporan
tahunan, instrumen kebijakan pemerintah. Sumber data primer dalam penelitian ini
terdiri dari 2 sumber yaitu informan dan berita baik media cetak maupun media

elektronik.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara
mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara penelitian. Peneliti sebelum
melakukan wawancara maka membuat atau menyusun Kkisi-kisi dan pedoman
wawancara yang ada digunakan untuk melakukan wawancara. Wawancara
dilakukan dengan perwakilan pemerintah bidang pembangunan Kota Medan dan

Kota Makassar.

F. Teknik Analisis Data
Menurut Hamzah (2020) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain yang mudah dipahami. Penelitian ini menganalisa data melalui
beberapa tahapan seperti:

(1) Reduksi.

(2) data Display Data.

(3) Analisis isi. Kemudian peneliti menggunakan fools analisis data kualitatif
bernama Nvivol2+ untuk membantu menvisualisasikan hasil riset kualitatif.
Cara menggunakan Nvivol2+ yaitu :

(1) masukkan file dokumen dalam software dengan mengklik menu “add files”.

(2) membuat node dan cases, nodes dalam riset meliputi Smart City, Kota Medan,
Kota Makassar.

(3) melakukan coding, blok kalimat-kalimat yang dianggap relevan dengan node-

node yang sudah dibuat sebelumnya.
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(4) setelah semua kalimat/paragraf diblok, selanjutnya klik menu explore yang
terletak dibagian atas. Pilih tipe explore “Projek Map”. Tipe ini menunjukan
hubungan antara nodes dan case secara terstruktur dan mudah dibaca.

(5) buat laman “Project Map”, isi nama projek sesuai keinginan beserta
deskripsinya (bersifat opsional).

(6) secara otomatis laman Projek Map yang sudah dibuat akan muncul laman blank.
Pindahkan nodes dan cases yang akan diuji kelaman projek map dengan cara
mengklik nodes atau cases tersebut lalu tahan dan lepas ketika suda berada
dilaman projek dalam studi, untuk satu laman projek berlaku uji coba antara
satu nodes (indikator).

(7) terakhir, klik run query untuk melihat hasil visualisasi.

G. Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.
Triangulasi diatikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai
cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan kriteria kredibilitas data (kepercayaan) dengan menggunakan

ketekunan pengamat dan teknik triangulasi.

1. Ketekunan pengamatan
Ketekunan pengamatan itu diartikan dalam melakukan penelitian,
peneliti lebih teliti, rinci, dan cermat yang dilakukan secara kontinu
(berkesinambungan). Dalam melakukan proses penelitian, peneliti mengamati
keseluruhan kejadian atau peristiwa yang terjadi secara rinci dan teliti agar
tidak ada hal-hal penting dalam penelitian yang terlewatkan. Peneliti

melakukan ketekunan pengamatan dengan meneliti data yang didapatkan, baik
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hasil tes, wawancara mendalam, observasi partisipan dan hasil dokumentasi,
mencatat dan mengumpulkan dengan sedetail-detailnya yang berhubungan
dengan penelitian, serta pengambilan data yang dilakukan secara berulang-
ulang.
2. Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019). Jenis tringaulasi
data menurut Sugiyono (2019) dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Triangulasi Metode
Metode mencari kebenaran dari sebuah informasi dengan cara
membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode penelitian
seperti metode wawancara, observasi, dan dokumentasi maka dibandingkan
agar informasi bersifat benar yang diperolehnya.
b. Trianguasi Teori
Hasil informasi dari pengumpulan data dibandingkan dengan teori-teori yang
relevan sehingga dapat diperoleh informasi yang benar bukan atas subjektif
penelitian.
c. Triangulasi sumber
Metode mencari kebenaran informasi data dengan cara membandingkan
informasi yang diperoleh dengan berbagai sumber. Seperti informasi dari
subjek pertama dibandingkan dengan subjek kedua dan dibandingkan dengan
subjek ketiga sehingga diperoleh informasi yang sama dan valid

kebenarannya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Kota Medan

Kota Medan merupakan suatu wilayah administrasi yang terletak di Provinsi
Sumatera Utara, serta menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan
didirikan sejak 1 Juli 1950. Kota Medan memiliki luas sebesar 265,1 km? dengan
jumlah Kecamatan sebesar 21 Kecamatan. Kota Medan menjadi salah satu pusat
perekonomian di Provinsi Ini adalah sebuah Provinsi di Sumatera bagian utara dan
salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Medan terletak berbatasan langsung
dengan Kabupaten Deli Serdang pada seluruh bagian batas utara, selatan, barat dan
timur Kota Medan.

Kota Medan terletak antara 3°.27° — 3° 47’ Lintang Utara dan 98° .35 —
98°.44’ Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 — 37,5 meter di atas permukaan laut.
Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat I di Sumatera Utara.
Sebagian besar Kota Medan merupakan dataran rendah dan juga merupakan lokasi
pertemuan dari dua sungai penting, yaitu Babura dan Deli. Kota Medan memiliki
iklim tropis dengan suhu minimum yang terjadi sampai dengan tahun 2020 yaitu
21°C dan suhu maksimum yaitu 36°C. Kelembaban udara di Kota Medan rata-rata
82% dan kecepatan angin rata-rata sebesar 1.16m/detik, sedangkan rata-rata total
laju penguapan sebesar 117,5 mm. Kota Medan terdiri atas 21 Kecamatan, dengan
Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas

sebesar 36.67 km” .
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Berdasarkan data sensus pada tahun 2020 Kota Medan memiliki jumlah
penduduk sebesar 2.435.252 jiwa, yang terdiri atas 1.212.069 jiwa penduduk laki-
laki dan 1.223.183 juta penduduk perempuan, jumlah tersebut bertambah sebesar
1.343.315 penduduk dibandingkan tahun 2015. Dengan jumlah penduduk tersebut,
nilai kepadatan penduduk Kota Medan berada pada nilai sebesar 9.186 jiwa/km®.
Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Medan Deli dengan jumlah
penduduk sebesar 189.321 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan nilai
terendah berada di Kecamatan Medan Polonia dengan jumlah penduduk sebesar
36.522 jiwa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik terbaru yaitu tahun 2023
jumlah penduduk kota medan saat ini sebesar 2.474.166 jiwa. Dari hasil sensus

sebelumnya terdapat penambahan penduduk sebesar 38.914 jiwa.

. Gambaran Kota Makassar

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153
kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan
dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo,
Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan
Kecamatan Biringkanaya.

Utara : Kabupaten Maros

Timur : Kabupaten Maros

Selatan : Kabupaten Gowa dan Takalar

Barat : Selat makassar

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah
salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu Kota Provinsi
Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia

dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan
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Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan
jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan
barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan
dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan
laut. Berdasarkan hasil sensus jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2020
berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.545.373 jiwa. Jumlah tersebut
terdiri dari laki-laki 765.485 jiwa dan perempuan 779.888 jiwa. Menurut data dari
Badan Pusat Statistik terbaru yaitu tahun 2023 jumlah penduduk kota Makassar
saat ini sebesar 1474393 jiwa. Dari hasil sensus sebelumnya terdapat
pengurangan jumlah penduduk sebesar 70.980 jiwa.
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian
Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara
119°24*17¢38” Bujur Timur dan 5°8*6“19” Lintang Selatan yang berbatasan
sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah
Selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar
memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0- 2°(datar) dan kemiringan lahan 3-
15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penerapan Smart City Kota Medan
Kondisi infrastruktur teknologi informasi di Kota Medan menjadi landasan kritis
dalam mewujudkan konsep smart city. Evaluasi konektivitas internet, ketersediaan
akses, dan kehandalan sistem menjadi fokus utama. Meskipun beberapa literatur

menunjukkan perkembangan positif, terdapat juga catatan terkait dengan
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ketidakmerataan akses di beberapa wilayah yang menjadi aspek perlu diperhatikan
dalam implementasi teknologi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Medan terkait indikator
yang digunakan untuk penilaian smart city diperoleh informasi sebagai berikut.

“Kota Medan untuk menuju smart city maka dalam menjalankan pemerintah

mengembangkan beberapa sistem atau program yang berkaitan dengan smart

city. Misal, untuk pelayanan kependudukan Kota Medan membuat program

SIBISA yaitu web yang dapat diakses untuk mengurus kependudukan. Kota

Medan memiliki beberapa layanan digital untuk meningkatkan gaya hidup dan

tata kelola cerdas, antara lain call center untuk layanan umum; Sicantik, OSS,

dan Sipandu untuk layanan perizinan dan Sibonas untuk mendapatkan diskon

penggunaan transportasi umum’. (FS pada tanggal 1 Mei 2024)

Dimensi smart governance merupakan tata kelola pemerintahan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan pada tiga fungsi pemerintahan
yaitu kebijakan publik, birokrasi, dan pelayanan publik. Pemerintah kota terus
membangun berbagai aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan. Aplikasi yang telah dibangun antara lain Sibisa yang melayani pengurusan
administrasi kependudukan dan catatan sipil secara dalam jaringan (online), E-
DevPlan yang merupakan kertas kerja penyusunan rencana pembangunan, Portal
pemerintah Kota Medan yang mempermudah akses layanan dan informasi seputar
pembangunan kota, dan Medan smart city (Mercy) yang bisa diunduh melalui play
store.

Informasi yang sama diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Kota Medan
sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Medan juga menerapkan sistem transportasi cerdas (ITS) dan

sistem kendali lalu lintas wilayah (ATCS) serta sistem e-Parkir. Dengan sistem

tersebut, Kota Medan dapat lebih optimal dalam pengelolaan lalu lintas,
mengurangi kemacetan, dan mendorong alternatif komuter ramah lingkungan,

yang akan meningkatkan kualitas udara dan mengurangi emisi karbon”. (BA
pada tanggal 1 Mei 2024)
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Sedangkan informasi yang diperoleh dari Masyarakat Kota Medan terkait
dengan smart city diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pmerintah kota terus membangun berbagai aplikasi yang mempermudah

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Aplikasi yang telah dibangun antara

lain Sibisa yang melayani pengurusan administrasi kependudukan dan catatan
sipil secara dalam jaringan (online), E-DevPlan yang merupakan kertas kerja
penyusunan rencana pembangunan, portal pemerintah Kota Medan yang
mempermudah akses layanan dan informasi seputar pembangunan kota, dan

Medan smart city (Mercy) yang bisa diunduh melalui play store. Dimensi smart

branding, lanjutnya dipenuhi pemerintah Kota Medan dengan memperhatikan

tiga atribut, yaitu pariwisata, bisnis, dan citra. Dalam penerapannya, pemerintah
kota memiliki aplikasi Sipandu yang mempermudah masyarakat mengurus
perizinan terpadu dan berbagai perhelatan membangkitkan pariwisata yang

ditampilkan juga secara daring, termasuk kegiatan beranda kreatif setiap sabtu di

halaman depan Kantor Wali Kota Medan”. (FS pada tanggal 1 Mei 2024)

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Kota Medan
memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan smart city. Efisiensi operasional,
peningkatan aksesibilitas, dan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan
masyarakat menjadi fokus utama dalam literatur-literatur yang membahas penerapan
teknologi informasi di konteks serupa. Hasil wawancara dengan masyarakat Kota
Medan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

memanfaatkan teknologi yang ada agar pelayanan menjadi lebih efektif dan

eifisien”. (BA pada tanggal 1 Mei 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan ketersediaan informasi
publik. Pembangunan portal informasi, aplikasi mobile, dan platform keterlibatan
masyarakat digital menjadi inisiatif penting yang dapat meningkatkan transparansi dan
partisipasi warga dalam urusan pemerintahan. Peningkatan akses informasi diharapkan
dapat membentuk masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat dalam proses
pengambilan keputusan.

Penerapan teknologi informasi di pelayanan publik Kota Medan yaitu

terbatasnya sumber daya, tantangan keamanan data, serta resistensi terhadap
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perubahan merupakan hambatan-hambatan yang perlu diatasi. Penerapan teknologi
informasi dalam pelayanan publik menyuguhkan pandangan positif terkait dengan
dampak transformasi kota. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan
ekonomi, dan upaya menuju keberlanjutan lingkungan merupakan temuan-temuan
yang diharapkan dapat dicapai melalui transformasi ini.

Pemanfaatan teknologi informasi membawa dampak positif terhadap
peningkatan akses informasi publik. Pembangunan portal informasi, aplikasi mobile,
dan platform keterlibatan masyarakat digital menjadi kunci dalam meningkatkan
transparansi dan partisipasi warga dalam urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil
wawancara diperoleh dari Masyarakat Kota Medan informasi sebagai berikut:

“Pelayanan menggunakan teknologi dimana Kota Medan mengembangkan

aplikasi SIBISA yang dapat diakses semua masyarakat untuk mendapat

pelayanan khususnya masalah kependudukan. Namun, masyakat perlu juga
menjaga HP yang dimilikinya dan menyimpan pasword-paswordnya karena

rentang jika jatuh ke tangan orang lain. (FS pada tanggal 1 Mei 2024).

Tantangan dalam penerapan, seperti terbatasnya sumber daya dan keamanan
data, perlu mendapat perhatian serius. Analisis literatur membantu mengidentifikasi
hambatan-hambatan ini dan menyajikan strategi mitigasi yang dapat diadopsi oleh
Kota Medan. Dampak transformasi kota menjadi smart city, seperti peningkatan
kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan,
diharapkan dapat dicapai melalui penerapan teknologi informasi dalam pelayanan
publik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam inovasi terbuka dan pengembangan solusi
teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan. Adopsi
praktik terbaik dari literatur-literatur yang relevan dapat menjadi panduan bagi Kota

Medan. Pentingnya perlindungan keamanan data dan privasi dalam konteks penerapan

teknologi informasi tidak dapat diabaikan. Strategi perlindungan data pribadi dan
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informasi sensitif lainnya perlu diintegrasikan sebagai bagian integral dari penerapan
teknologi informasi.

Pembelanjaan TIK yang sangat mahal tidak dibarengi dengan literasi digital
birokrasi dan masyarakat yang ternyata masih sangat minim. Smart City haruslah
dipandang sebagai suatu kebutuhan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tantangan terkait pembangunan kapasitas SDM yang paling menonjol yaitu
kurangnya tenaga untuk mengelola sistem smart city Kota Medan. SDM yang ada saat
ini sebenarnya sudah cukup dalam bidang teknis, namun memiliki kekurangan dalam
kemampuan manajerial dan sosio-kulturalnya. Hal ini menyebabkan SDM pengelola
smart city kurang sinkron program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan.

Hasil wawancara diperoleh informasi dari Masyarakat Kota Medan bahwa
terkait dengan kendala dalam penerapan smart city sebagai berikut:

“Kendala yang kami alami adalah masalah SDM yang ada. Tidak bisa dipungkiri

bahwa sebagian besar pegawai di lingkungan pemerintah Kota Medan berumur

tua sehingga perlu belajar teknologi yang banyak. Pegawai belum semua
menguasai teknologi ditambah jika ada permasalahan pegawai masih
mengandalkan hanya beberapa orang saja sehingga perlu adanya peningkatan

kemampuan SDM”. (FS pada tanggal 1 Mei 2024).

SDM pengelola Medan smart city haruslah mampu dalam memahami proses,
manajemen proyek, dan memiliki keterampilan manajemen perubahan. Apabila tidak
terdapat agen perubahan yang membantu di tingkat pemerintah lokal, resiko kegagalan
pengembangan smart city sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, program-program
peningkatan kapasitas seharusnya dilakukan sebelum atau paling tidak saat program
sedang berjalan, bukan setelahnya. Pemerintah Kota Medan telah menandatangani
MoU dengan Fakultas I[lmu Komputer Universitas Sumatera Utara untuk program

peningkatan kapasitas SDM pengelola sistem smart city. Walaupun begitu, tenaga

yang melatih dan dilatih jumlahnya juga cukup terbatas, sehingga diseminasi
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informasi ke publik juga tidak berjalan lancar. Permasalahan lain yang menjadi
perhatian adalah OPD-OPD di Kota Medan sering berbeda pemahaman dalam visi dan
misi untuk pengembangan smart city, sehingga diperlukan upaya untuk melakukan
knowledge-sharing secara berkelanjutan dari Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) selaku leading sector Program Medan Smart City kepada OPD-OPD
yang ada di wilayah Kota Medan.

Pada akhirnya, sebagai target dari program smart city, peningkatan kapasitas di
berbagai lapisan masyarakat perlu digalakkan secara kontinu. Masyarakat perlu
menjadikan smart city sebagai suatu kebutuhan di era globalisasi seperti sekarang.
Masyarakat Kota Medan perlu memahami bahwa sebuah kota dengan dukungan
teknologi pintar dalam menunjang aktivitas sehari-hari akan semakin memudahkan
manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, program smart city haruslah didukung oleh
masyarakat yang memiliki pola pikir modern. Setiap elemen masyarakat yang hidup di
area perkotaan haruslah memiliki kesadaran akan kelestarian lingkungan, pemanfaatan
teknologi yang maksimal, serta kesadaran akan pentingnya pola hidup cerdas, yang
pada akhirnya dapat membantu perwujudan kota berkelanjutan.

Pemenuhan dimensi smart economy, bertujuan untuk mengembangkan
ekosistem industri, meningkatkan kesejahteraan warga, dan metode transaksi yang
nyaman. Dalam hal ini, pemerintah kota Medan menjalankan program antara lain Satu
Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan (Sakansanwira).

Hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Medan terkait program yang
dilaksanakan untuk mendukung smart city diperoleh informasi sebagai berikut:

“Solusi pembayaran/belanja daerah (Internet Banking Corporate atau BNI

Direct, SP2D Online, dan Virtual Account Debit), solusi penerimaan (e-PBB, e-

PDAM, e-PAD, e-Samsat, dan e-Retribusi), BNI market place yang membantu

pemerintah kota/kabupaten dalam mempromosikan pariwisata daerah dan
produk-produk UMKM dan memasarkan secara online. Serta penyediaan uang
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elektronik (BNI Tapcash, LinkAja, dan QRIS) bagi masyarakat dan pemerintah

daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai atau cashless society”. (FS pada

tanggal 1 Mei 2024).

Hasil penelitian dari wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan
untuk mendukung smart city economy maka mengembangkan program transaksi
menggunakan teknologi digital. Semua aktivitas transaksi dilakukan dengan digital
seperti jual beli, pembayaran pajak dan transaksi lainnya yang mendukung transaksi
pintar. Smart economy adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat di sebuah kota. Hal ini
termasuk mengembangkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap peluang di era
digital ekonomi digital, menciptakan iklim investasi yang kondusif menggunakan
teknologi, hingga menemukan cara berkelanjutan untuk menjadikan kota tersebut
sebagai smart city yang kompetitif.

Hasil wawancara yang diperoleh masyarakat Kota Medan terkait dengan
program smart economy juga peroleh informasi sebagai berikut.

“Contoh dari sebagian penerapan smart economy seperti pengembangan laman
pencarian pekerjaan khusus untuk penduduk sebuah kota di mana di laman ini
pengguna tidak hanya bisa mencari lowongan kerja, tetapi juga
mempublikasikan lowongan kerja dan memasukkan laporan pelanggaran
peraturan di dunia kerja”. (BA pada tanggal 1 Mei 2024).

Hasil penelitian juga ditemukan bahwa untuk mendukung smart economy salah
satunya juga pemerintah menyediakan program pelayanan tenaga kerja. Pemerintah
memberikan pelayanan terkait informasi tenaga kerja baik untuk kerja didalam kota
maupun di luar kota secara digital. Masyarakat dapat mengakses informasi termasuk di
dalam web pemerintah Kota Medan sehingga masyarakat mendapatkan infromasi yang
akurat.

Dimensi smart branding, lanjutnya, dipenuhi pemerintahan Kota Medan dengan

memperhatikan tiga atribut yaitu pariwisata, bisnis, dan citra. Dalam penerapannya,
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pemerintah kota memiliki aplikasi Sipandu yang mempermudah masyarakat mengurus
perizinan terpadu dan berbagai perhelatan membangkitkan pariwisata yang
ditampilkan juga secara daring, termasuk kegiatan Beranda Kreatif setiap Sabtu di
halaman depan Kantor Wali Kota Medan.

Dalam memenuhi dimensi smart living atau kota yang layak huni, pemerintah
Kota Medan melaksanakan program Medan Rapi Tanpa Kabel, call center 112 untuk
kedaruratan, 119 untuk kesehatan, E-Parking, Intelligent Transportation System atau
Pemantauan arus lalu lintas kota melalui Area Traffic Control System (ATCS), juga
pembangunan rumah pompa air di wilayah Medan bagian Utara untuk menangani
banjir rob yang selama ini terjadi.

Hasil wawancara yang diperoleh Masyarakat Kota Medan terkait salah satu
contoh sistem yang dikembangkan Kota Medan untuk menuju smart city maka
diperoleh informasi sebagai berikut:

“Permasalahan yang termasuk rumit di Kota Medan adalah masalah perparkiran.
Banyak keluhan dari masyarakat termasuk besarnya parkir, parkir ilegal yang
membuat resah masyarakat. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka
pemerintah Kota Medan mengembangkan e-parking yaitu aplikasi yang digunakan
untuk mengatur parkir di wilayah Kota Medan”. (FS pada tanggal 1 Mei 2024).

Perubahan nyata pada program e-parking di Kota Medan adalah meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir, sebagaimana mendapatkan
perubahan yang signifikan dibandingkan menggunakan parkir manual. Hal ini
dibuktikan dengan data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan
mengenai perolehan PAD menggunakan e-parking. Perolehan jumlah Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Medan di atas dapat dilihat bahwa program e-parking membawa
pengaruh yang positif untuk memajukan PAD melalui retribusi parkir. Namun,

perolehan PAD dengan e-parking di 63 ruas jalan dan 87 ruas jalan yang ditotalkan

menjadi 150 ruas jalan sangat berbanding jauh dengan perolehan PAD saat launching
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yang dihitung selama 75 hari, seharusnya PAD yang diperoleh dari 150 titik kawasan
elektronik melebihi target yang telah ditentukan setelah berkembangnya ruas jalan
untuk program e-parking tersebut. Perubahan nyata pada program ini juga ditandai
dengan juru parkir yang sudah berumur (50 tahun ke atas) ikut berpartisipasi dalam
penggunaan digitalisasi pada mesin alat e-parking, meskipun masih sering terjadi
error.

Pelaksanaan program e-parking di Kota Medan juga terdapat regulasi sebagai
dasar untuk menjalankan program tersebut. Mengenai regulasi yang berlaku pada
sistem parkir elektronik di Kota Medan terdapat pada Perda No.9 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu pada lalu pada Perda No. 2
Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, Perwal No. 45 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Parkir Umum, dan yang utamanya adalah pada Perwal
No 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang dimana sebagai
pedoman dasar bagi pengelola parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir. Dari
hasil penelitian terhadap regulasi tersebut dapat dilihat bahwa adanya tumpang-tindih
peraturan antara peraturan konvensional dengan parkir manual, karena belum adanya
regulasi/peraturan khusus yang kuat untuk merampungkan kebijakan pada program
parkir elektronik tersebut. Hal ini dapat dibandingkan dengan pelaksanaan e-parking
di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara yang dimana Kotamobagu memiliki peraturan
khusus untuk program e-parking yang diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Parkir Elektronik.

Kota Medan mengadopsi smart city berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28
Tahun 2018 tentang smart city dengan tujuan mewujudkan Medan Government
Integrated Management Information System. Medan smart city adalah kota yang

berfungsi secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya secara efisien dan

45



efektif untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota menggunakan
solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, untuk itu teknologi menjadi
pendorong terciptanya solusi tersebut yang ditopang infrastruktur yang kuat dan
sumber daya manusia yang siap untuk memberikan layanan kota yang dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nyaman. Dengan demikian, untuk
menjadikan Kota Medan menjadi smart city, pemerintah Kota Medan menghadirkan
sejumlah inovasi, salah satunya adalah penerapan e-parking oleh Dinas Perhubungan
Kota Medan.

Dimensi smart society merupakan kondisi ideal interaksi masyarakat, baik
individu, sosial, dan digital. Untuk memenuhi dimensi ini, pemerintah kota
melaksanakan program Sapa Lingkungan (Saling) yang mewadahi penyampaian
aspirasi masyarakat langsung kepada Wali Kota, penerimaan peserta didik baru secara
daring, serta memasang dan mengintegrasikan CCTV di beberapa lokasi guna
menjaga keamanan.

Hasil wawancara terkait dengan program yang dilakukan untuk mendukung
smart living di Kota Medan diperoleh informasi sebagai berikut.

“Kita ingin benar-benar menjadikan Medan sebagai smart city, bagaimana satu

kamera yang terpasang ini bisa memiliki banyak fungsi yang dapat terkoneksi

dengan tugas-tugas perangkat daerah kita lainnya. Dari teknologi tersebut
nantinya kita dapat memantau kepadatan lalu lintas, genangan air, banjir,
keadaan cuaca, parkir, smart LPJU dan lainnya, teknologi ini akan terus kita
kembangkan sehingga nantinya satu kamera yang terpasang juga bisa
mendukung kinerja dari forkopimda kita seperti dari kepolisian”. (BA pada

tanggal 1 Mei 2024).

Hasil informasi yang diperoleh dari Masyarakat Kota Medan terkait dengan
program smart living juga diperoleh informasi sebagai berikut.

“Pemerintah kota akan menyediakan bus listrik sebagai armada ramah

lingkungan. Dengan hadirnya bus listrik ini masyarakat diharapkan

menggunakan transportasi umum. Hal ini penting dilakukan sebab ciri utama
kota besar di dunia adalah bagaimana masyarakatnya lebih banyak yang
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menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi”. (BA pada
tanggal 1 Mei 2024).

Hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Medan juga diperoleh informasi
terkait dengan pemanfaatan CCTV untuk mendukung smart living sebagai berikut.

“Sebelumnya kamera ini difungsikan hanya untuk memantau lalu lintas, namun

saat ini kamera cctv tersebut kita kembangkan fungsinya untuk semua unsur

seperti pengontrolan smart LPJU, monitoring parkir, pengecekan seluruh
personil yang ada di lapangan dan terkoneksi ke public transport. Selain
dibidang perhubungan CC Room ITS Medan ini juga terkoneksi dengan lintas
sektoral. Dimana kamera yang yang terpasang mengarah langsung ke sungai.

Jadi kita dapat memantau ketinggian air sungai, selain itu kita juga dapat

memantau cuaca dan arah angin sebagaimana yang ada di BMKG, dan juga

memantau keamanan dan ketertiban umum. (FS pada tanggal 1 Mei 2024).

Smart living adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja
elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk
meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektifitas dan efisien
kerja dibalik design interior yang menarik pada suatu ruang kerja. Manfaat yang
diperoleh adalah untuk menghadirkan rasa aman karena terintegrasi pada sensor
pendeteksi api dan cctv sebagai sistem pengawasan atau pemantauan baik barang
ataupun pekerja. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari konsep smart living adalah
meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam ruang kerja, menambah nilai estetika
ruang kerja, meningkatkan efisien konsumsi energi listrik dengan sistem kendali dan
tata cahaya (Lighting control system) dalam ruang kerja.

Smart living merupakan dimensi smart city yang menjamin kelayakan taraf
hidup masyarakat berdasarkan tiga elemen yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan
kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas.
Smart living terdiri atas tiga indikator unsur yang terdiri atas: 1. Mewujudkan Tata

Ruang Wilayah yang selaras dan layak (Harmony), 2. Membangun Prasarana

Kesehatan (Health), 3. Menjamin Ketersediaan Sarana.
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Terakhir, dimensi smart environment yang mencerminkan komitmen kota
terhadap masalah perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penggunaan
energi. Terkait ini pemerintah Kota Medan memiliki beberapa program antara lain Air
Quality Monitoring System (AQMS) yang memantau kualitas dan mengetahui tingkat
pencemaran udara di Kota Medan. Selain itu pembuatan bank-bank sampah dengan
fungsi reduce (mengurangi), reuse (menggunakan ulang), recyle (mendaur ulang) dan
saat ini sedang mengupayakan penggunaan kendaraan listrik dalam kegiatan
operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Medan maka diperoleh
informasi sebagai berikut

“Guna menjaga kualitas udara di Kota Medan agar tetap bersih, pemerintah Kota

Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara rutin melakukan uji

emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kendaraan masyarakat. Uji emisi

gas buang kendaraan bermotor rutin dilakukan sehingga dapat menekan polusi

udara dan menjaga udara tetap bersih”. (BA pada tanggal 1 Mei 2024).

Hasil wawancara juga diperoleh sebagai berikut:

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan secara rutin melakukan uji emisi gas

buang kendaraan bermotor milik masyarakat hal ini merupakan bagian dari

kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) yang bertujuan untuk
mengurangi atau pengelolaan kualitas udara dengan cara mengurangi beban

pencemaran udara melalui emisi”. (FS pada tanggal 1 Mei 2024).

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara maka ditemukan bawha untuk
mendukung smart city enviroment maka pemerintah Kota Medan memiliki program
pengontrolan udara yang baik. Pengontrolan tersebut dilakukan secara manual dan
secara teknologi yaitu berbantuan teknologi digital sehingga akan memberikan
informasi secara continue dan akurat hasilnya. Kota Medan untuk mengetahui kualitas

udara di Kota Medan, DLH Kota Medan memasang alat ukur Air Quality Monitoring

System (AQMS) yang ditempatkan di taman Gajah Mada.
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Hasil informasi yang diperoleh dari Masyarakat Kota Medan diperoleh
infromasi sebagai berikut.

“Selain itu juga Kota Medan sudah mengadakan dua lagi alat ukur AQMS yang

di letakkan disamping kantor DLH Kota Medan dan di Rumah Susun Kayu

Putih, jadi saat ini ada tiga alat ukur AQMS yang di miliki. Videotron ini di

tempatkan di taman segitiga jalan Imam Bonjol dan disimpang Karya Wisata

jalan AH. Nasution itu ada alatnya yang menggambarkan kondisi kualitas udara

di Kota Medan. Aplikasi ini dari KLHK yang menggambarkan kualitas udara

Kota Medan sama seperti videotron tadi, informasi kualitas udara di aplikasi ini

akan terus update setiap satu jam. (BA pada tanggal 1 Mei 2024).

Smart environment merupakan pengelolaan tata kelola lingkungan dalam
pembangunan kota dengan cara cerdas dengan memperhatikan faktor lingkungan
hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan
berkelanjutan. Kota pintar memanfaatkan teknologi canggih untuk mengelola dan
mengoptimalkan sumber daya mereka, termasuk meningkatkan kualitas udara. Dengan
menggabungkan sensor, perangkat lunak, dan data, kota-kota pintar dapat memantau
kualitas udara secara real-time, mengidentifikasi sumber polusi, dan menerapkan
strategi mitigasi yang efektif. Dengan demikian, lingkungan yang lebih sehat dan
berkualitas dapat diciptakan. Warga dapat terhindar dari berbagai penyakit yang
ditimbulkan oleh polusi udara. Usia harapan hidup pun berpotensi meningkat dengan
kualitas udara yang membaik.

Emisi kendaraan adalah kontributor utama polusi udara di kota-kota. Ketika
mobil, motor, dan kendaraan lainnya membakar bahan bakar, mereka melepaskan
berbagai polutan, seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel halus.
Kepadatan lalu lintas dan penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan
memperparah masalah ini. Smart environment ibarat ahli meteorologi super canggih

yang selalu memantau kualitas udara. Sensor yang ditempatkan secara strategis

mengumpulkan data waktu nyata tentang polutan umum seperti partikel halus
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(PM2.5), ozon, dan nitrogen dioksida. Data ini kemudian dikirim ke platform pusat di
mana ia dianalisis dan divisualisasikan. Sekumpulan CCTV yang mengawasi kota,
jaringan sensor ini memberikan gambaran lengkap tentang kualitas udara setiap saat.
Perangkat lunak pemantauan canggih mengubah data mentah menjadi informasi yang
mudah dipahami, memungkinkan kita mengidentifikasi area bermasalah, memprediksi
tren polusi, dan mengambil tindakan yang sesuai.
2. Penerapan Smart City Kota Makassar

Salah satu bentuk pengaplikasian konsep smart city dalam tataran pemerintahan
adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi berbasis electronic
government. Dengan penerapan electronic government merupakan salah satu prasyarat
dalam memudahkan masyarakat mengakses sekaligus melakukan kontrol terhadap
pemerintah apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan perkait dengan
pemberian pelayasan terhadap masyarakat. Bentuk pengembangan sistem dilakukan
pemerintah secara online berbasis internet serta dalam lingkup from government to
citizen (G to C). Tujuannya adalah mempercepat dan menyederhanakan akses layanan
informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Secara teknis,
perubahan sistem akses layanan publik dilaksanakan dalam bentuk pemerintahan
elektronik (selanjutnya disebut e- government), dimana perubahan layanan menuju e-
governmant merupakan bentuk revolusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
(ICT) dan mampu merubah roda pemerintahan secara signifikan, melalui berbagai cara
oleh masyarakat dalam menjangkau pemerintahan seperti mendapatkan informasi
melalui cara yang sederhana, pengisian aplikasi atau mendapatkan solusi dari
permasalahan yang dihadapi.

Program smart city terutama dalam mencapai misi mereformasi tata birokrasi

yang efektif menjadi pelayanan publik kelas dunia yaitu dibuatnya portal pelayanan
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terhadap warga Kota Makassar melalui www.makassarkota.go.id yang memiliki
beberapa fitur, yaitu: e-puskesmas, portal smart city, e-sibuntulu (Situs Inspirasi dan
Aspirasi Warga Makassar), perijinan online, e-galeri (Situs Galeri Kota Makassar),
GIS smart city, dan e-wisata (Aplikasi Wisata Kota Makassar). Selain itu, ada juga
portal www.makassartidakrantasa.com yang memiliki fitur pengaduan warga, kuliner,
e-office, e-pemerintahan, e-puskesmas, dan kuciniki. Kedua website pelayanan publik
ini di kelola oleh admin yang berbeda.

Program smart city merupakan program solutif untuk menjadikan Makassar 2
kali tambah baik dengan konsep smart and sombere. Sombere dan smart meliputi
enam dimensi seperti Smart economy  (perekonomian), smart people
(kemasyarakatan), smart governance (pemerintahan), smart mobility (transportasi),
smart environment (lingkungan), dan smart living (kualitas hidup).

Smart city Kota Makassar bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan
Kota Makassar dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Pada dimensi
Smart governance Kota Makassar melakukan pengembangan aplikasi e-gov harus
diarahkan menuju infegrated & inter-operability e-gov atau yang saling
berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas
OPD atau yang disebut dengan smart e-gov. Pelayanan smart e-gov ini perlu didukung
dengan sebuah “City Operation Center (COC)”

Hasil wawancara bersama tenaga ahli quality assurance engineer Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terkait program untuk menuju smart city
maka diperoleh informasi sebagai berikut:

“Program yang dikembangkan Kota Makassar untuk menuju kota pintar yaitu

antara lain, apartement lorong, home care, tangkasaki, lorong garden, smart
card, cctv berbasis online”. (RZ pada tanggal 14 Mei 2024).
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Hasil penelitian wawancara bersama tenaga ahli quality assurance engineer
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar terkait penerapan smart city di
Kota Makassar maka diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Makassar untuk menuju smart city maka mengembangkan e-
governance untuk memberikan pelayan kepada masyarakat. E-governance ini
dikembangkan agar pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah
dan transparan. (RZ pada tanggal 14 Mei 2024).

Hasil wawancara bersama tenaga ahli quality assurance engineer Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Makassar diperoleh informasi terkait dengan
program yang dikembangkan di Kota Makassar antara lain sebagai berikut:

“Program smart city terutama dalam mencapai misi, mereformasi tata birokrasi

yang efektif menjadi pelayanan publik kelas dunia yaitu dibuatnya portal

pelayanan terhadap warga Kota Makassar melalui www.makassarkota.go.id
yang memiliki beberapa fitur, yaitu: e-Puskesmas, portal smart city, e-sibuntulu

(Situs Inspirasi dan Aspirasi Warga Makassar), dottorota, perijinan online, e-

galeri (Situs Galeri Kota Makassar), GIS smart city, dan e-wisata (Aplikasi

Wisata Kota Makassar). Selain itu, ada juga portal

www.makassartidakrantasa.com yang memiliki fitur pengaduan warga, kuliner,

e-office, e-pemerintahan, e-puskesmas, dan kuciniki. Kedua website pelayanan

publik ini di kelola oleh admin yang berbeda”. (A pada tanggal 14 Mei 2024).

Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menerapkan pelayanan berbasis e-
goverment, salah satunya adalah dengan membangun situs www.makassarkota.go.id.
Dengan adanya situs ini, diharapkan agar lebih mudah membantu masyarakat dalam
mencari informasi seputar Kota Makassar serta pelayanan-pelayanan publik yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Situs ini memuat kontens Informasi Dinas dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi 10 badan, 15 Dinas, 14 kecamatan, dan 5
Kantor. Namun link dengan Informasi Dinas dan SKPD pengunjung belum
mendapatkan informasi yang diharapkan, karena kebanyakan kontensnya kosong,

walaupun ada yang berisi informasi tentang kegiatan dan anggaran yang digunakan

tetapi bukan yang diupadate terbaru atau kegiatannya sudah belalu 4-6 tahun
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sebelunya. Sehingga disimpulkan bahwa situs yang disediakan pemerintah Kota
Makassar belum memenuhi harapan.

Penerapan e-governmant di kota Makassar menghadapi beberapa tantangan
khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Salah satu diantaranya adalah
masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Penerapan e-governmant di
kantor-kantor publik perlu didukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi
yang juga diperlukan adalah pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi
perubahan teknologi informasi berubah secara cepat sehingga kemauan belajar pun
dituntut untuk dimiliki setiap pegawai lembaga publik. Selain itu penerapan e-
governmant memerlukan perubahan dalam organisasi dan dukungan keterampilan
baru.

Penerapkan e-governmant bukan hanya sekedar penggunaan teknologi informasi
melainkan penggunaan teknologi informasi dikombinasikan dengan perubahan
organisasi dan keterampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan
proses demokrasi dalam mendukung kebijakan publik. E-government bukan cuma
sekedar memasang komputer di kantor masing-masing, karena e-governmant
mempunyai banyak konsekuensi sosial budaya bagi pemerintah (terutama pemerintah
Daerah), karena e-government sebetulnya akan memaksa mereka bekerja secara
profesional, bekerja bersih, tidak melakukan korupsi, tidak pungli dan lain-lain, karena
komputer tidak bisa dibohongi dan tidak bisa mentolerir penipuan-penipuan, untuk itu
aparat pemerintah harus diubah paradigmanya sebelum e-goverment bisa dijalankan
dengan baik.

Program smart city di Kota Makassar menekankan pada berbagai layanan digital

(aplikasi sistem berbasis web) dalam menunjang program pemerintah Kota Makassar
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dan mendekatkan serta meningkatkan pelayanan ke masyarakat secara online. Program

tersebut sebagai berikut:

1.

2

4,

Apartement Lorong (Aparong), pemerintah Kota Makassar akan
menyediakan apartemen lorong (Aparong) yang merupakan bagian dari
program pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR). Aparong diperuntukkan bagi pekerja MBR dan masyarakat
kurang mampu punya lahan tapi tidak anggaran untuk membangun.
Menurutnya, inovasi tersebut adalah sebuah solusi untuk menangani masalah
pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat di bongkar
pasang, selain itu rumah ramah lingkungan itu bagi warga kurang mampu.
Home Care, Makassar home care yang lebih dikenal dengan istilah
Dottorota, sebuah layanan kesehatan berbasis teknologi yang ramah pada
pasien karena memungkinkan dokter mengunjungi pasien di rumah-rumah.
Tangkasaki, Mobil sampah ini nantinya akan dilengkapi dengan CCTV yang
rencananya akan di pasang didalam bak sampah untuk mengetahui dan
memonitor berapa banyak sampah yang dimuat sampai ke TPA, selain untuk
mengetahui apakah mobil sampah itu menjalankan operasionalnya
mengangkut sampah warga atau tidak, karena masalah sampah dan kebersian
menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Danny-Ical yaitu
Makassarta Tidak Rantasa (MTR).

Free Wi-Fi, Makassar akan dipasangi Wi-Fi gratis 10 titik di Kecamatan.
Pemerintah Kota Makassar telah menggandeng PT Telkom untuk
menyukseskan program ini, BUMN bidang telekomunikasi tersebut telah
siap mendukung program ini. Program Makassar mart City ini akan

disosialisasikan ke masyarakat melalui media, sehingga masyarakat

54



mengetahui program tersebut yang lebih banyak memanfaatkan IT lewat
dunia maya.

5. Lorong Garden (Longgar), longgar ini memanfaatkan lorong yang ada
menjadi lebih produktif. Dimana diupayakan lorong hijau dan bersih, dengan
menanam berbagai tanaman seperti sayur, tomat, cabai, dan lain lain, Danny
merencanakan akan membuat badan usaha lorong, dan hasil tanaman ini
akan dipasarkan sehingga menjadi nilai ekonomi warga khususnya ibu-ibu
yang tinggal di lorong.

6. CCTV perkotaan, pihak Kota Makassar terus berbenah untuk menjadikan
Kota Makassar sebagai smart city. Salah satu adalah kemudahan
mendapatkan informasi smart city dengan mengintegrasikan CCTV seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Care and Rescue Center, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan “Carester”
(Care and Rescue Center). “Carester” kepanjangan Care and Rescue Center
masith langka di Indonesia. Pemerintah kota Makassar, dalam misi
penyelamatan atau tanggap darurat (rescue) terdapat tiga peran utama yaitu
pemadam kebakaran, ambulans, dan polisi.

8. Smart Card. Program smart city dapat dirasakan warga kota Makassar lewat
smart card, kartu yang mengintegrasikan layanan perbankan, informasi
kesehatan, kependudukan dan perpajakan.

Hasil wawancara bersama tenaga ahli quality assurance engineer Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Makassar diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kota Makassar untuk menuju smart city mengembangkan aplikasi Rindu

untuk memberikan pelayanan kependudukan. Program ini digunakan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat mengurus KTP, KK, AKTE”. (FT
pada tanggal 16 Mei 2024).
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Rindu capil (Antrian online Dukcapil) adalah sebuah program yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Sebagai
bentuk kepedulian terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Rindu capil
datang untuk menjawab keluhan-keluhan tersebut. Rindu capil pertama kali
diperkenalkan pada masyarakat Kota Makassar pada tahun 2019. Rindu Capil atau
antrian online kependudukan dan catatan sipil ini berbasis web, masyarakat yang mau
menerima layanan hanya membuka web, dan dapat mendaftar antrian. Warga dapat
memilih hari kedatangannya 14 hari kedepan, di dalam web tersebut juga telah
tersedia pilihan jenis layanan dan kelengkapan dokumen sesuai dengan layanan yang
dipilih.

Program Rindu Capil ini juga didesain khusus dengan sistem real time yang
bisa dilihat masyarakat. Masyarakat bisa melihat, berapa banyak nomor antrian yang
dipanggil dan dapat menyesuaikan waktunya sebelum sampai ke nomor antrian yang
didapatkan sehingga dapat mengukur kedatangannya agar tidak mengantri lama.
Kemudian bagi masyarakat yang tak bisa mengakses internet, Disdukcapil Kota
Makassar telah menyediakan pegawai diloket khusus untuk membantu masyarakat
masuk mengunakan aplikasi tersebut. Layanan di Disdukcapil Kota Makassar sendiri
melayani 600 orang perharinya sementara untuk mengakses layanan Rindu Capil
cukup dengan masuk pada dukcapil.makassar.go.id/app.

Penerapan kebijakan smart governance di Kota Makassar dilaksanakan oleh
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota
Makassar. Kepentingan yang terpengaruh di dalam penerapan kebijakan smart
governance dapat terlihat secara jelas dari tujuan dilaksanakannya smart governance
tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif,

efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota
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metropolitan. Tujuan smart governance menjelaskan kepentingan yang terpengaruh
adalah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagai pelayan
masyarakat dan masyarakat Kota Makassar sebagai penerima layanan atau obyek dari
penerapan suatu kebijakan. penerapan dari adanya tujuan yang diharapkan dapat
diwujudkan, mau tidak mau seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah
Kota Makassar terpengaruh oleh kebijakan smart governance, namun tidak sedikit
resistensi yang terjadi.

Paradigma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang awalnya
dilakukan secara manual menjadi tidak manual dengan bantuan sistem tentu
membutuhkan waktu dan usaha yang panjang. Paradigma lama menjelaskan bahwa
pelayanan yang diberikan pemerintah berbelit-belit karena terlalu banyak prosedur.
Pada umumnya, pithak yang merasa terganggu adalah pihak-pihak yang memiliki
mindset lama tersebut dan merasa zona nyamannya diambil. Pihak-pihak yang merasa
zona nyamannya terganggu memerlukan pemahaman yang baik tentang perubahan
yang sedang dilakukan oleh suatu organisasi. Terlebih lagi apabila resistensi berasal
dari PNS di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, karena pada hakikatnya sebagai
PNS harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota
Makassar dalam menghadapi perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat tidak mersakan adanya culture shock terhadap perubahan
kebijakan ini, karena pada hakikatnya disduk capil tidak asing lagi dengan TIK itu
sendiri, pengawai-pegawai sudah tidak merasa asing lagi dengan cara mengoprasikan
komputer, namun yang menjadi permasalahan disini adalah masyarakat yang gagap
teknologi diamana mereka tidak mampu untuk meyesuaikan perubahan yang terjadi

saat ini. Masih banyaknya masyarakat yang gagap teknologi bahkan msyarakat yang
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belum memiliki hp android untuk mengakses layanan online yang disediakan oleh
disdukcapil menjadi permasalahan yang urgent untuk dihadapi sehingga kebijakan
pelaksanaan smart governance mengalami keterhambatan.

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan teknolgi pada Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil kota Makassar untuk menerapkan smart governance dalam
memberikan pelayanan sudah bisa dikatakan efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya
program rindu capil yang merupakan sebuah terobosan untuk mengurangi antrian yang
begitu panjang pada saat memberikan pelayanan. Program ini membantu masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang lebih efesien dan efektif karena masyarakat dapat
memperoleh nomor antrian bahkan saat di rumah, artinya program ini memberikan
kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatakan nomor antrian. Rindu capil atau
antrian online Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ini berbasis web,
masyarakat yang mau menerima layanan hanya membuka web, dan dapat mendaftar
antrian. warga dapat memilih hari kedatangannya 14 hari kedepan, di dalam web
tersebut juga telah tersedia pilihan jenis layanan dan kelengkapan dokumen sesuai
dengan layanan yang dipilih.

Program rindu capil ini juga didesain khusus dengan sistem real time yang
bisa dilihat masyarakat. Masyarakat bisa melihat, berapa banyak nomor antrian yang
dipanggil dan dapat menyesuaikan waktunya sebelum sampai ke nomor antrian yang
didapatkan sehingga dapat mengukur kedatangannya agar tidak mengantri lama. Hal
ini membuktikan bahwa Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
memperhatikan apa yang menjadi permasalahan masyarakat pada saat ini, mengingat
masyarakat saat ini sudah pandai menilai sebuah instansi baik atau tidaknya dalam
memberikan pelayanan adalah dari lama atau tidaknya mereka dilayani. Penggunaan

teknolgi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagai salah
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satu instansi yang menerapkan smart governance dalam memberikan pelayanan sudah
bisa dikatakan efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya program rindu capil yang
merupakan sebuah terobosan untuk mengurangi antrian yang begitu panjang pada saat
memberikan pelayanan.

Masyarakat cerdas (kreativitas dan modal sosial), pembangunan senantiasa
membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal usaha (human
capital), maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal dan
pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan
mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen
seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan
saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap
pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa
tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses
demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

Pemanfaatan ICT dengan menggunakan teknologi informasi tentunya dapat
membuat lebih hemat penggunaan infrastruktur fisik (jalan, lingkungan dibangun dan
aset fisik lainnya) dengan melalui kerjasama dan data buatan analisis untuk
mendukung, pengembangan budaya yang kuat dan sehat ekonomi sosial. Kemudian
dapat terlibat secara langsung dengan orang-orang lokal dalam pemerintahan lokal dan
keputusan dengan menggunakan proses inovasi terbuka dan partisipasi, meningkatkan
kecerdasan secara bersama-sama dari lembaga kota melalui tata pelayanan yang
berbasis internet, dengan penekanan pada keikut sertaan warga dan tidak adanya
perubahan. Selanjutnya belajar, memahami kondisi yang ada dan membuat sebuah
gerakan yang baru maka dengan demikian tanggapan lebih efektif dan dapat

mengubah keadaan dengan cara meningkatkan kecerdasan kota.
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Salah tugas dari pada pemerintah yaitu memberikan pelayan kepada
masyarakat, di sisi masyarakat merupakan ujung tombak dari terciptanya sebuah
program karena tanpa adanya masyarakat maka sistem pemerintahan tidak akan
berjalan. Penyebab lain bahwa pemerintah juga harus memberikan pendidikan agar
masyarakat bisa memahami dan bisa menjadi pintar, dengan adanya smart people,
diharapkan dapat tercipta komunitas masyarakat yang smart. Kondisi smart ini dapat
diperoleh melalui sejumlah pembelajaran yang dilakukan secara kontinu. Apabila
kondisi masyarakat telah menjadi smart, maka pondasi untuk mewujudkan smart city
akan tercapai. Bentuk terapan smart city pada satu atau beberapa bidang kehidupan
pada Kota Makasar akan berhasil dengan adanya partisipasi masyarakat setempat yang
smart, sehingga mampu mengetahui manfaat yang akan di peroleh dan bagaimana
mengelola serta mengembangkan smart city tersebut untuk menciptakan tatanan
kehidupan dan kualitas layanan publik yang lebih baik.

Keberadaan SKPD atau organisasi perangkat daerah merupakan salah satu
kesatuan yang utuh yang mempunyai program kerja masing-masing yang tentunya
dapat memberikan dapak yang baik di dalam menunjang program-program yang ada
di Kota Makassar, tetapi SKPD didalam menjalankan program kerjanya tidak sesuai
dengan yang diharapakan oleh pemerintah Kota Makassar. Disisi lain terlalu
banyaknya SKPD yang berada didalam lingkup pemerintah Kota Makassar menjadi
salah satu permasalahan yang di hadapi belum lagi dalam pembuatan program kerja
yang dilakukan satu SKPD dengan SKPD lainnya yang hampir sama sehingga dalam
pelaksanaanya tidak maksimal. Sehingga lahirnya program smart city untuk
memberikan solusi yang begitu baik untuk menunjang pelayanan publik di Kota
Makassar, SKPD yang dileburkan dengan SKPD lainnya menjadi satu antara lain:

Dinas Pertanaman dan kebersihan bergabung ke badan lingkungan hidup daerah
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sehingga membentuk Dinas Lingkungan hidup, badan pendidikan dan pelatihan
bergabung dengan badan kepegawaian Daerah menjadi badan kepegawaian dan
pengembangan swadaya aparatur, selanjutnya Dinas Perikanan Pertanian dan
Peternakan bergabung dibadan ketahanan pangan menjadi badan ketahanan pangan
pertanian dan peternakan dan Dinas Perumahan dan Gedung Daerah bergabung
dengan ke Dinas Pekerjaan Umum menjadi dinas pekerjaan umum dan perumahan,
belum lagi masalah lain yaitu SKPD yang belum mempunyai tempat untuk disatukan.
Dimensi smart economy Kota Makassar tersedianya kebijakan yang
mendukung sistem transaksi keuangan digital. Menguatkan wirausaha digital warga,
membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran
pembayaran menuju masyarakat yang less cash. Mewujudkan masyarakat yang
bankable dan memiliki akses terhadap permodalan. Mewujudkan ekosistem ekonomi
digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place, cash less society.
Kota Makassar merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk besar yang
memiliki banyak suku didalamnya dan budaya yang berbeda, mayoritas penduduk
Kota Makassar adalah bugis Makassar tetapi tentu ada suku yang lain yang menjadi
masyarakat Kota Makassar yang menjadi pembeda akan tetapi perbedaan itu bukan
menjadikan Kota Makassar menjadi unik tetapi menjadikan Kota Makassar memiliki
banyak permasalahan, karena tentunya setiap suku pasti memiliki karakteristik budaya
yang berbeda bahkan hubungan status sosial juga yang dapat mengakibatkan sebuah
konflik. Maka untuk menjaga agara masyarakat Kota Makassar menjadi hidup rukun
dan damai maka lahirlah program yang menjadi penunjang untuk kualitas hidup Kota
Makassar yaitu Makassar somber atau Makassar yang ramah, sombere sebagai

heartware (perangkat hati) yang menghubungkan antara hati dan pikiran.
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Sombere, adalah warisan kultur local Kota Makassar yang bermakna sangat
dalam. Dia merupakan bentuk great humble, great hospitality, serta great
brotherhood. smart city membuat setiap kota sederajat, namun somberelah yang
membuat kita lebih dari itu karena Istilah "sombere" merupakan salah satu nilai
budaya dan nilai keramahan khas yang ada di Kota Makassar. Karakter suku bugis
Makassar yang mendominasi kota ini, ramah dan bersahabat serta mempunyai
kepedulian tinggi terhadap sesama memungkinkan siapa saja dapat berasimilasi dan
beradaptasi secara leluasa. Sifat keterus-terangan, apa adanya, dan tanggung jawab
yang besar yang ditunjukkannya, serta rasa mengayomi dan melindungi, sehingga
siapa saja akan merasa aman ketika berada di Kota Makassar. Konsep sombere akan
sangat ditentukan aparat pelayanan publik serta warga kota yang welcome terhadap
pendatang.

Layanan 112 homecare Kota Makassar layanan darurat bagi masyarakat Kota
Makassar. Layanan 112 merupakan layanan bebas pulsa, layanan ini bisa diakses baik
pengguna ponsel maupun telepon rumah. Termasuk saat ponsel tidak memiliki pulsa,
bahkan ponsel dalam situasi terkunci. Apapun jenis provider seluler kita, 112 tetap
bisa diakses secara gratis setiap saat selama 24 jam penuh. Pemanfaatan layanan 112
yakni [1] layanan mobil homecare [2] permintaan layanan Dinas PU, PLN, posko
pohon tumbang, polisi, PDAM, ambulance, pemadam kebakaran, kebersihan, layanan
sosial, PD parker dan layanan Rumah Sakit Umum Daerah. Warga tidak perlu lagi
mengingat puluhan nomor layanan publik yang tersedia, cukup menghubungi 112,
maka semua kebutuhan layanan publik bisa didapatkan. Masyarakat dapat melakukan
pengaduan, dan aduan akan diteruskan kepada instansi maupun lembaga bersangkutan.

Adapun aduan yang bisa disampaikan antara lain permintaan mobil kesehatan

tujuan, banjir, kebakaran, kecelakaan, kesehatan, kriminal, bencana alam, gangguan
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keamanan dan ketertiban, serta kerusuhan. Layanan 112 telah didukung oleh perangkat
tekhnologi terbaru, sumber daya manusia terlatih, serta sistem integrasi dengan seluruh
organisasi perangkat daerah di Kota Makassar, polisi dan perangkat keamanan lainnya
yang bekerja 24 jam nonstop, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan
pelayanan yang diinginkan secara cepat.

Konsep layanan kesehatan home care atau lebih dikenal dengan layanan
Dottorotta 112 adalah layanan kesehatan dirumah, dengan mengobati pasien dirumabh,
apabila terpaksa membawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan
ambulance home care. Nomor layanan 112 tersambung dengan war room
Pemerintahan Kota Makassar. Integrasi layanan 112 dilakukan agar tim menghubungi
layanan kesehatan home care terdekat dan segera mengirimkan tim yang terdiri dari
dokter, perawat, dan sopir ke rumah pasien, semua dilakukan dan didapatkan secara
gratis melalui program smart city Kota Makassar. Layanan kesehatan home care yang
dimaksud yakni penampilan petugas yang tim medis yang datang ke lokasi pengguna
layanan, obat-obatan dan peralatan standar yang digunakan, dan tim medis yang
profesional saat memberikan pelayanan.

Dimensi Smart living Kota Makassar Pembangunan perumahan murah seperti
program Aparong (Apartemen Lorong). Penataan transportasi public yang aksesibel
dan menganut sistem cerdas. Pengembangan vertical garden untuk lingkungan sempit
perkotaan. Pengoperasian pelayanan mobil animal care and meat care. Menyediakan
transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman hingga ke seluruh wilayah kota, dan
menggunakan perangkat digital. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin
mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan
kebutuhan logistik suatu Daerah. Public Transportaion by default, bike to kamana

wae, bike sharing
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War room adalah teknologi Kota Makassar, teknologi yang terkoneksi dengan
300 CCTV dalam Kota Makassar selama 24 jam. War room memiliki fitur yang
menyajikan kualitas gambar yang tajam dan daya jangkaunya relatif panjang hingga
4km yang dapat difungsikan untuk mengontrol keamanan Kota Makassar sekaligus
pelayanan publik dan program smart city Kota Makassar. War room dapat
memonitoring perjalanan titik demi titik. War room bersinergi pada layanan
pengaduan 112, dimana teknologinya memiliki kamera infra merah, dan dapat
berputar 180 derajat. Kemampuan menyimpan data rekaman mampu hingga 5 tahun
lamanya. Selain itu, war room ini juga menampilkan data kependudukan, pemantauan
cuaca dan iklim, serta aplikasi tracking GPS pada semua kendaraan layanan publik
milik pemerintahan Kota Makassar.

Lorong garden itu keterlibatan masyarakat sangat diharapkan, kemudian
retribusi sampah itu tidak ada keterlibatan masyarakat karena kegiatan retribusi
sampah adalah membantu kolektor atau lurah dalam rangka penagihan sampah,
kemudian PBB itu juga tidak ada, sombere ini pasti ada keterlibatan masyarakat, lalu
smart card, administrasi RT/RW, kontrol sosial itu tidak ada keterlibatan warga
masyarakat karena kontrol sosial itu yang menilai adalah pimpinan atau camat sendiri
di Kota Makassar.

Dimensi smart branding Kota Makassar membangun dan mengembangkan
destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (destination). Membangun infrastruktur
yang mendukung kenyamanan wisatawan (amenities) misalnya jalan, transportasi,
hotel & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain. Membangun platform dan
memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market

place daerah. Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan
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efektif, misalnya investment lounge, dashboard, dan portal investasi daerah.
Mempromosikan branding sombere sebagai tagline kota melalui event dan aktifitas
layanan lainnya mewujudkan lorong hijau produktif melalui program lorong garden
(longgar) dan badan usaha lorong (bulo) membangun dan memasarkan produk dan
jasa industri kreatif Daerah misalnya dengan program kaki limata’, kuliner, fashion,
digital, dan lain-lain. Dalam pembangunan berdasarkan konsep dan pembentukan kota
pintar, salah satu aspek akan sangat dievaluasi, dan akan sangat mendukung adanya
pembangunan dan pembangunan kota yang berkelanjutan, dimungkinkan untuk
sehingga memperoleh berbagai manfaat dan umpan balik. Hal ini memungkinkannya
pelaksana atau kota menjadi yang menggunakannya dalam arti ekonomi (sering
disebut sebagai smart branding dalam hal in1). (Patabuga et al., 2019).

Dimensi smart society Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara
individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar
kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran
mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan Daerah. Contoh: berbagai
program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program
kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain. Pengembangan komunitas
warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial
mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya
edukasi tentang market place dan lain-lain. Mengakomodasi dan menfasilitasi
kegiatan-kegiatan komunitas yang produktif dan bersinergi dengan visi dan misi Kota

Makassar.
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Kota Makassar smart dan sombere society dan membangun interaksi serta
kolaborasi antara komunitas. penerapan elemen cerdas dalam setiap publik CCTV
untuk mewujudkan smart monitoring. Mewujudkan individu, keluarga dan masyarakat
yang memiliki ketangguhan mental, sosial dan spiritual. Mewujudkan suatu sistem
atau manajemen keamanan, ketentraman, ketertiban dan keselamatan bagi warga
masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta
benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan
sumber daya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau
Internet of Thing (IoT).

Dimensi smart environment Kota Makassar Mengembangkan sistem tata
kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya
dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara,
misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT).
Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (environmentally friendly)
dan berkelanjutan (sustainable) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya
pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa
(tumbuhan dan hewan) dan lain-lain. Menerapkan sistem smart energy monitoring
untuk pengelolaan dan penggunaan energi yang efisien dan efektif.

3. Perbedaan Penerapan Kota Medan dengan Kota Makassar
Berdasarkan hasil penelitian terkait perbedaan atau perbandingan penerapan smart
city di Kota Medan dengan Kota Makassar maka dapat dirangkum ke dalam Tabel berikut

ini:
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Tabel 4.1 Perbedaan penerapan Kota Makassar dengan Kota Medan

Indikator

Kota Makassar

Kota Medan

Smart living

War room  (teknologi
Kota Makassar, teknologi
yang terkoneksi dengan
300 CCTV dalam Kota
Makassar selama 24 jam)

Web Gis. SIGA (sistem
informasi gender dan
anak Kota Medan )

Smart society

Layanan 112 homecare

Command Center untuk

Kota Makassar layanan | pengaduan Masyarakat
darurat bagi masyarakat
Kota Makassar

Smart Enviroment Lorong garden untuk | Medan Kota bersih
pengelolaan lingkungan | adalah web untuk
terutama sampah pengelolaan lingkungan

Kota Medan

Smart economy Smart Card: Program | E-Parkir. Kota Medan
smart city dapat | menggunakan  e-parkir
dirasakan warga Kota | untuk mengelola
Makassar lewat smart | perpakiran yang ada.
card, kartu yang | Simpang untuk
mengintegrasikan mengelola pangan
layanan perbankan,
informasi kesehatan,
kependudukan dan
perpajakan

Smart governance

E-Governance untuk
melayani masyarakat

Pemerintah Kota Medan
Menggunakan  aplikasi
SIBISA untuk
memberikan  pelayanan
kepada Masyarakat

Kota Makassar jika dibandinkan dengan Kota Medan memiliki program yang lebih
banyak. Kondisi ini karena Kota Makassar lebih dulu menerapkan pengembangan smart
city dibandingkan Kota Medan. Dimensi Smart living yang dikembangkan di Kota
Makassar sudah mencapai keamanan dalam kehidupan dengan pemantauan melalui CCTV.
Penglelonaan Smart Economty yang dikembangkan Kota Makassar juga sudah
berkesinambungan antar

perekonomian yang ada. Hal ini belum diterapkan di Kota Medan dimana masih belum

instansi

dapat diakses berkesinambungan antar instansi.
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Berdasarkan visualisasi dari analisis

gambar visualisasi sebagai berikut.

data menggunakan nvivo maka

diperoleh

=z amaman zman
azaw,

Gambar 4.1 Visualisasi hasil analisis data menggunakan Nvivo

Berdasarkan gambar hasil analisis visualisasi maka diketahui bahwa selama ini

untuk penerapan smart city yang paling banyak dikembangkan adalah untuk dimensi

governance, economic, dan living. Ketiga dimensi tersebut banyak dikembangkan untuk

menunjang pemerintahan kota yang cerdas.

Berdasarkan hasil pengolahan data

menggunakan Nvivo diketahui bahwa untuk kedua kota smart city yaitu Kota Medan

dengan Kota Makassar yang paling banyak dkembangkan adalah smart governance. Hal

ini karena dimensi smart govenernae merupakan tahapan pertama yang harus

dikembangkan pemerintahan dalam menuju smart city.
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Kota yang hendak menuju smart city maka pasti akan mengubah birokrasi terlebih
dahulu yang pertama dilakukan dengan sistem digital atau mengikuti perkembangan
teknologi. Hasil penelitiatn menemukan bahwa dalam pengembangan dimensi smart
governance Kota Medan dan Kota Makassar sama-sama mengembangkan program atau
aplikasi untuk mendukung sistem pemerintahan. Hal pokok yang dapat dinilai adalah
pelayanan kependudukan dimana Kota Makassar mengembangkan program rindu
sedangkan Kota Medan mengembangkan program SIBISA. Kedua program tersebut
merupakan program yang bertujuan untuk menunjang pelayanan masyarakat yang
berkaitan dengan kependudukan. Dengan kedua program tersbeut kedua kota percaya
dapat mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan birokrasi yang selama ini terkenal
berbelit-belit tidak cepat selesai.

Dimensi yang banyak dikembangkan selanjutnya berdasarkan hasil Nvivo yaitu
dimensi smart living. Program-prorgam yang dikembangkan ini bertujuan untuk
mendukung kelangsungan hidup bermasyarakat di kedua kota. Tujuan dari pengembangan
dimensi smart living adalah untuk membangun tata ruang kota yang berbasis digital.
Lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman
(residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) yang didukung dengan
fasilitas rekreasi untuk keluarga (recreational). Masyarakat berhak memperoleh akses
terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan
kesehatan yang (health care), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (sport).

Smart city atau kota pintar merupakan sebuah konsep pengembangan perkotaan
dengan mengimplementasikan kemajuan teknologi sehingga memungkinkan adanya
interaksi antara pemerintah dengan warganya. Untuk memanfaatkan potensi tersebut secara

efektif, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah melalui Gerakan Menuju
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1000 smart city. Berikut dipaparkan urutan smart city dari kota besar yang ada di
Indonesia, yaitu:

Tabel 4.2 Urutan smart city Kabupaten/Kota Besar

No Nama Kota Program Smart City
1 | Kota Jakarta Jakarta Smart City Lounge, JAKI
2 | Kota Medan SIBISA

3 | Kota Makassar Smart Card

4 | Kota Yogyakarta Jogja Smart Service (JSS)

5 | Kota Denpasar Denpasar Prama Sewaka (DPS)

6 | Kota Surabaya GOBIS Surabaya

7 | Kota Semarang Trans Semarang Mobile, LIBAS
8 | Kota Bandung Media Social Mapping (MSM)

9 | Kota Tangerang LAKSA (Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda
10 | Kota Samarinda Smart RT, SANTER

Sumber Data : Bappenas RI Kominfo.go.id

Fokus pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan sarana
prasarana dasar perkotaan, meningkatkan sarana ekonomi, mengembangkan keamanan
kota berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meningkatkan pelayanan
kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya, menyediakan sarapan permukiman yang layak
dan terjangkau, serta mengembangkan system transportasi publik yang terintegrasi sesuai
tipologi kota dan kondisi geografis.

Rancangan smart city ini diharapkan dapat membantu solusi perkotaan seperti
adanya transparansi dan partisipasi publik, transportasi publik, transaksi non-tunai,
menajemen limbah, energi, keamanan, data, dan informasi. Untuk mengembangkan
program smart city yang akan datang pemerintah kota medan melakukan rencana
pembangunan wilayah metropolitan dengan konsep program circular economi. Dengan

menerapkan konsep circular economi, limbah tersebut dapat dikembangkan menjadi
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PLTBm (berbasis limbah padat sawit) dan PLTBg (berbasis Limbah Cair Pabrik Kelapa
Sawit/POME). Hal ini dapat juga diterapkan untuk limbah lain dari hasil pemrosesan
sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan kehutanan. Banyaknya pelaku usaha dalam
sektor perkebunan, industri, dan energi di Wilayah Kota Medan, menjadi potensi untuk
penerapan circular economy pada pengolahan air limbah domestik dan sampah. Limbah
organik dapat menjadi RDF biomassa pada PLTU dan pabrik semen. Hal ini mendukung
visi penggunaan biomassa pada operasional PLTU pada tahun 2045. Sedangkan program
untuk Kota Makassar menyusun rencana Smart City di bidang transportasi umum yang
terintegrasi, pembangunan infrastruktur teknologi informasi khususnya bidang
telekomunikasi yang masih kurang merata dan jangkauan digital seperti kartu elektronik.
Berdasarkan hasil analisis NVivo diketahui bahwa pengembangan smart city yang
paling banyak adalah pada dimensi gevernance. Dimensi dini paling banya dikembangkan
karena governance merupakan dimensi yang paling vital dan dasar dalam sebuah
pemerintahan. Dimensi governance akan menciptakan pola dan lingkungan pemerintahan
yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pelayananan yang
optimal dan kepuasan masyarakat akan meningkat akibat dari pelayanan tersebut. Dimensi
governance akan menciptakan prinsip-prinsip googd governance tercipta yang
memudahkan pengelolaan suatu instansi. Prinsip transparansi, akuntabilitasi, independensi,

partisipasif akan tercipta dengan pengembangan smart city pada dimensi governance.
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BAB V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut.

1.

Penerapan smart city Kota Medan yang terdiri dari smart governance Kota
Medan menggunakan aplikasi SIBISA sebagai sistem dukcapil. smart city untuk
smart economy salah satunya Kota Medan membentuk e-parking dan simpang.
Smart society Kota Medan membentuk command center sehingga semua
masyarakat dapat mengadukan keluhan melalui aplikasi tersebut. Smart living
untuk Kota Medan yaitu sistem untuk gender dan anak.

Penerapan smart city untuk Kota Makassar untuk smart living yaitu dengan
membentuk war room (teknologi Kota Makassar, teknologi yang terkoneksi
dengan 300 CCTV dalam Kota Makassar selama 24 jam). Penerapan smart
society dengan Layanan 112 homecare Kota Makassar layanan darurat bagi
masyarakat Kota Makassar. Kota Makassar untuk penerapan smart economy
dengan membentuk smart card: Program smart city dapat dirasakan warga Kota
Makassar lewat smart card, kartu yang mengintegrasikan layanan perbankan,
informasi kesehatan, kependudukan dan perpajakan. Smart enviroment di Kota
Makassar dibentuk dengan lorong garden untuk pengelolaan lingkungan
terutama sampah, Kota Makassar untuk membentuk pemerintahan yang smart

maka dibentuk e-governance untuk melayani masyarakat.
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5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan smart city Kota Medan

dan Kota Makassar menjadi lebih baik adalah sebagai berikut:

1.

Infrastruktur dan ICT salah satu faktor penting demi kesuksesan smart city.
Menurut para ahli smart city dikaitkan dengan dengan hal infrastruktur
seperti internet berkecepatan tinggi, internet dimana — mana, sensor
network, system cloud dan lain-lain. Karena infrastruktur dapat menunjang
smart traffic, smart governance.

Pendidikan khususnya dibidang ilmu teknologi sangat dibutuhkan demi
kesuksesan penerapan smart city Kota Medan dan Kota Makassar, masih
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi akan berpengaruh

besar dalam perkembangan smart city dimasa yang akan dating.
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Gambar 1. Wawancara bersama Staff Bidang Aplikasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Makassar
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Gambar 3. Kunjungan Ke Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar
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Gambar 4. Wawancara bersama Salah Satu Masyarakat Kota Medan

81



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
dalan AL P, Pettarani Mo, 62 Maskossar B3 Telp, Fax, 62411 - 4671729
w F-Mail : diskominfom makassnr.go sl loms P | Iiip: o kassarkobapo.id

Makassar, 8 Mal 2“1_‘.4
Kepada

MNamor : pisi [DISKOM/BOO/V/ 2024 Yth. Fujl Lestari
Lampiran e
Perihal : Kesediaan Menerima Di-

Izin Penelitian Makazsar

Menindak lanjuti surat saudara, Perihal Izin Penelitian, oleh :

82






PEMERINT AN iyt 4 M4
PINAS FENANAMAN MabaL tax PELAVASAN TRRBAIN Moy piiras

S Bendrul Ahmad ¥ i S, I-M"hlﬂur!il'ﬂ
Website: dpmptag mak asverbnn g

e = —
SURAT Kmmﬂhﬂmﬂﬂtmnm
DASAR: =a 3

& Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoncsio Nomor 3 ahun 2015 tentang Penerbitan

Keteramezan Penclinian. :
b. Peraiuran Dacrah Nomor & Talun 2016 tentiang PEmbeniukon Cirgaysasg Perangkat Dacrah
© Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 wentang Penyelengpaman Perizinan Berbasis Resiko,

Perizinan Non Berusaha dan Mon Perizinan e ;
o Keputusan Walikot Makassar Nomaor #54/503 Tabun 2023 Tentang Pemdelegasion Kewenangan
Perizinan Berusaha Berbisis Resiko, Perizinan Non Berusahn dan Bon Perisinan yang Memndi
Kewenanpan Pemenintah Dacrah Kepada Kepola Dinivs Penanaman Modal dan Pelayvanan
Terpadu Satu Pinty Kota Makassar Tahun 2021
e Surit Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi

Selatan nomor $524/5.01/PTSP2024, pr

Tembusan Kepada Yih:

1. Pimpinan Lembaga/l
2. Pertinggal - :

84



; ru’u, -mmnmm
mmmm

” UPT RR!"!' AKAAN DAN PENERBITAN
-d—-hm.ar.mmu:mn %m'wmrum:mmwnmr

' mﬂndﬂ P-uerbm Unh-um Mllﬁmtuily;ll Makassar,
erang Mﬂmimmumumﬂhmw

'lemmA.R
R : 105641103820,
i PmsmmSmdi fimu Pemuim.hm
‘m'mmm i o »»Jl u"r..n.
[ No T~ Thab ™ | -
NP g_,ﬁ: , @?%Bam
L PRI T " B4 g
a8 EHE S TR 15 %
e RGET T 9% 10 %
E 1*5'- BabS T % 5%

ko telly lulus pek pl-mi Yang M:aa oleh UPT- Perpmlukuun dun Pencrbitan
‘WMWWMMMMWA;MM '

85




86



87



88



&9



90






92



93



94



95



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fuji Lestari Ar dilahirkan di Makasssar pada 18 Desembert 2001,
Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Muh. Arsyad Djajeng dan
Ibu Marwiyah Rannu. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar
di SDN 48 Bontosunggu kota dan lulus pada tahun 2014. Kemudian
melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Binamu dan lulus pada tahun
2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Jeneponto

dan lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di
perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi
[lmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan ketekunan untuk terus
belajar dan berusaha serta dukungan dari orang terkasih, penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir skripsi ini pada Tahun 2024 tepatnya pada 26 Juli 2024, penulis dikukuhkan dengan
gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul penelitian “Perbandingan Penerapan Smart
City Kota Medan dengan Kota Makassar”. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat

menjadi kontribusi bagi peneliti lain, dan bagi penulis sendiri, Terimakasih.

96



